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PENDAIIULUAN

Bob lnl memberikan gambaran tentang
latq.r belakang pengusttnan, do,sar hukurzn

pengusutt(Ltt, maksud. dan tuJuan, serta
slstemo,ttka Renstra Kecamatan Bo,nto,n.

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung

jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengutamakan azas desentralisasi

dimana sebagran kewenangan dan urusan pemerintahan berada di Pemerintah

Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk
melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab

termasuk penataan Perangkat Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat

menggerakkan semua Organisasi Daerah guna melaksanakan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan dan Pelayanan

Publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu

untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara berdayaguna dan

berhasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta

pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan dan pembangunan dibidang Pelayanan, Kantor Camat Bantan

memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma

pengelolaan Pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan Pelayanan yang lebih

baik menrpakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara

pemerintahan. Hal ini penting karena Pelayanan merupakan salah satu

komponen untuk meningkatkan Pemerintahan daerah sekaligus sebagai

ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi.
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Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-

baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah

maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan

Renja) ini merupakan hasil breakdown dari dokumen perencanaan jangka

menengah daerah (RPJMD) dokumen perenc€rnaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perenca.naan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk : (1) Menjamin

adanya konsistensi perencarraan dan pemilihan program dan kegiatan

prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen

terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipasif

dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat

landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat

Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan

tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan,

sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi

perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam

melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang

akan datang, mengukur outame (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana

untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan

sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang

diemban perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Bantan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Kantor Camat Bantan yaitu sebagai instansi yang bertanggungiawab dalam

hal penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan serta pelayanan.

Pendekatan yang digunakan dalam perr5rusunan Renstra Kecamatan

Bantan adalah:

1. Pendekatan Teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka

berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
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2. Pendekatan Partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan antara lain melalui forrm perangkat daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tahapan dalam pen5rusunan Renstra - PD meliputi :

1. Penyusunan Rancangan Awal ;

2. Penyusunan Rancangan ;

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ;

4. Penyusunan Rancangan Akhisr dan ;

5. Penetapan.

Renstra Kecamatan Bantan harus memiliki keterkaitan dengan

dokumen perencana€rn lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD 2025-2029, merupakan

pedoman dalam penlrusunan Renstra. Dalam penJrusunan RPJMD 2025-2029

terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi Pelayanan dalam lima tahun

kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penlrusunan Renstra

Kecamatan Bantan karena melalui proyeksi pendapatan daerah tersebut

tertuang tantangan dan pelayanan dalam mendorong peningkatan

pendapatan daerah. Renstra Kecamatan Bantan memiliki keterkaitan dengan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantan karena Renstra merupakan

pedoman dalam perumusan Renja tahunan Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Kecamamatan Bantan

RPJMD KAB.BENGKALIS

Periode 2025-2029
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1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan penJrusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 164, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tanbahan [.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25

(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 33, Tambahan

[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrrbahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO5

Nomor 14O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a6631;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7371;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOB tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoneisa Nomor a815);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara

Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9fil;
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 42, Tarrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322l;'

13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2OOO adalah tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2OIl Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL7 Nomor l3l2l;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7O Tahun 2OL9

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 111a);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2Ol9 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor AaTl;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-37O8 Tahun 2O2O tentang

Hasil Verifrkasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2O. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O2l tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O0. 1. 15.5- l3L7 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889

Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Daerah;

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Verilikasi, Validasi dan Invetarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Daerah;
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23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.1-2850 Tahun 2025 tentang

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889

Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Pen5rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2O2*2O29;

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025- 2029

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun Nomor );

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2OL9 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor O3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2Ol9 Nomor 7);

27 . Peraturarl Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bengkalis Tahun 2025 - 2Oa5l;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2OO8 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2OO8 Nomor O7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bengkalis Tahun 2025 - 2029;

30. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2Ol9 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten

Bengkalis;

31. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Eselonering, T\rgas, Fungsi dan Uraian T\.rgas serta

Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerinta,h

Kabupaten Bengkalis.
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1.3. Maksud dan Tujuan

Pen5rusunan Renstra Kantor Camat Bantan dimaksudkan sebagai

penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bag seluruh

pemangku kepentingan (stalcelwlde) dalam pelaksanaan program dan

kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai

pedoman pen5rusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bantan;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang

perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasararr, dan program

pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan;

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi

dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik

secara internal maupun eksternal; dan

4. Sebagai pedoman dalam pen5rusunan Renja setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Pen5rusunan Renstra Kecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Permend.agri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negei Nomor 2 Talun 2025 tentang

Pedoman Pen5rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daearah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
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BAB I

BAB II

BAB III

BAB TV

BAB V

PENDAIIULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

GA}IBARAN PEI"AYANAIT, PERI}IASALIIIIAN DAIT ISU

STRATEGIS PERANGIIAT DAERATI

Menjelaskan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur

organisasi, Sumber Daya dan rurang lingkup pelayanan utama

yang diberikan oleh perangkat daerah serta mengidentifikasi

permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi perangkat daerah dalam perumusan Isu Strategis Perangkat

Daerah.

TUJUAIT, SASARAN, STRATEGI DAIY ARAII KTBIJAI(AIT

Menjelaskan Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah

oleh perangkat daerah, Sasaran yang ingin dicapai secara terukur

dan spesifik, Strategi yang disusun berdasarkan identifikasi isu

strategis dan permasalahan, serta Arah kebijakan yang

memberikan pedoman operasional untuk pelaksanaan program

dan kegiatan

PRoGRAM, KEGIATAN, SUBI(EGIATAN, DAII r{rNER.rA

PEIYYELEITGGARAAN BIDAIYG I'RUSAN

Menjelaskan tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan

dan Kinerja penyelenggaraan bidang urusarr yang sesuai dengan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah

dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah

PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan,

pelaksanaan pengendalian, evaluasi terhadap perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan

daerah.
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GAUBARAN PELITYANAIT PERAITGI(AT DAERAII,
PERI}IASALIIHAN DAN ISU STRATEGIS

PERAIYGKAT DAERAII

Bagian lnl mcmberilean gannfuran tentang
tuga,s, .fanqsi dut sttttlctur organt sa,st"

Shtmber Daga dan ntang ltrtgkz.tp pelaganan
utama gang dlfurlrco;n oleh perangkat daerah
*rta. mcng ldenttfika.st p enna.fl .lahan utams.

gsng dlhadapt dalsm pelalcsartaf,tt fitgas don
Iangst perangkat dqctuh dalam perumuso;rr

Isu Strategls Peronglcat Do,ertlh

2.1. G,ambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2Ol8 tentang Kecamatan,

disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah

kabupaten/kota, sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan

dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kelurahan

bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan

Bupati/Walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan

pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan

langsung dengan masyarakat.

2. 1. l.Tugas Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor O3 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan

Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Eselonering, T\rgas, Fungsi dan Uraian T\rgas serta Tata Kerja pada

Kecamatan dan Kelurahan di LingkungErn Pemerintah Kabupaten Bengkalis,

maka tugas pokok Pemerintah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, maka

10
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Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2OI8 tentang Kecamatan serta diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 52

Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, T\rgas,

Fungsi dan Uraian T\rgas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Camat sebagai perangkat

daerah yang memimpin kecamatan juga melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah. Ketaenangan Camat dalam Menangani Urusan

Aonomi Daerah Meliputi Aspek :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dimana Camat membantu

men5rusun rencana pembangunan wilayah kecamatan melalui pelaksanaan

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat

Kabupatenf Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta mengawasi

pelaksanaannya;

2. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi koordinasi

dengan TNI/Polri, Satpol PP, serta tokoh masyarakat dalam menjaga

keamanan wilayah;

3. Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

termasuk jalan lingkungan, saluran air, ruang publik, dan fasilitas sosial;

4. Pelayanan Administrasi, misalnya administrasi kependudukan, atas

pelayanan perizrnan dan nonperizinan tertentu, surat keterangan, dan

pengesahan dokumen masyarakat;

5. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang Dilimpahkan seperti

pengawasan pelaksanaan perda/ perkada, atau penangErnan bencana skala

lokal;

6. Pemberdayaan Masyarakat termasuk pembinaan terhadap desa dan

kelurahan, serta fasilitasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;

7. Penanganan Konflik Sosial dan Mediasi dimana Camat berperan dalam

menyelesaikan konflik horizontal antarwarga maupun warga dengan

perusahaan melalui pendekatan administratif dan sosial.

11



8. Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Camat melakukan

evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa

dan kelurahan.

Camat dalam memimpin Kewmatan berfitgos :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan

sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang

mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja

Kecamatan;

3. efektivitas kegiatan pemberdayaErn masyarakat di wilayah

Kecamatan; dan

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayazrn masyarakat di wilayah

kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggara€rn ketenteraman dan ketertiban

umum, meliputi :

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara

Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

dan

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban

kepada bupati/wali kota;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di

bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
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2. pelaporan pelaksanaan penerapa.n dan penegakan peraturan

perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali
kota;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum, meliputi :

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang

terkait;

2. pelaksanaan pemelihara€rn prasarana dan fasilitas pelayanan umum

yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan, meliputi:

l. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat

daerah dan instansi vertikal terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan; dan

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan kepada bupati/wali kota;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat

daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi :

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di

wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

Kecamatan; dan

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris

daerah;

i. melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
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o Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam

melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis

administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi Kecamatan.

Sekretariat mempunyai fungsi diantaranya :

1. penyusunarl rencana program kegiatan Kecamatan dan pengendalian

serta mengevaluasi pelaksanaurnnya;

2. penyusunan norrna, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

3. pelaksanaan administrasi keuangan dan asset/perlengkapan;

4. pelaksanaan administrasi umum meliputi urusan rumah tangga,

kepegawaian, hokum, organisasi dan tatalaksana, humas dan

perlengkapan;

5. pelayanan administasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan,

Kelurahan dan Desa; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terbAgit atas dua subbagian yaitu

1. Sub Bagian pen5rusunan program, umum dan kepegawaian;

2. Sub Bagian keuangan dan perlengkapan.

. Sub Bagran Pen]rusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis serta layanan dibidang pen5rusunan program, umltrn

dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas

sebagai berikut:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pen5rusunan Program, Umum

dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan

sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Pen5rusunarl

Program, Umum dan Kepegawaian;
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c. mencari, mengumpulkan, menghimpur, mensistematisasikan dan

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Pen5rusunan Program,

Umum dan Kepegawaian;

d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan tugas Sub Bagran Pen5rusunan Program, Umum dan

Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah;

e. menyiapkan bahan pen5rusun€rn kebijaksanaan, pedoman dan

petunjuk teknis dibidang Pen5rusunan Program, Umum dan

Kepegawaian;

f. melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan bidang dan

satuan kerja perangkat daerah yang terkait lainnya;

g. mengkoordinir pen5rusunan dan pembuatan Rencana Kerja

Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan

Pertanggungiawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam

rangka peningkatan pengelolaan urusan pen5rusunan prograrn,

umum dan kepegawaian;

i. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar

sesuai kepentingan dan permasalahannya;

j. meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan

kecamatan dan menyiapkan konsep petunjuk pen5rusunan formasi

pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

kebutuhan kecamatan;

k. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan kecamatan dan

melakukan pendokumentasian kegiatan kecamatan;

l. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan

kebersihan kantor serta keamanan lingkungan kantor;

m. melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta

hubungan masyarakat;
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o

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang

tugasnya;

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pen5rusunan

Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada

berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan

sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara

tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tenis serta

layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan

Perlengkapan;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpuo, mensistematisasikan dan

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

berhubungan dengan tugas Sub Bagran Keuangan dan

Perlengkapan;

d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta

menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

e. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara

pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang,

pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
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f. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap

kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran,

penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus

barang;

g. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk
penyusunan rencana kebutuhan barang;

h. melakukan pengawasan terhadap lnventaris barang serta membuat

Karhr Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris

Ruangan (KIR);

i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup

administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS,

melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan

pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

Keuangan, evaluasi dan laporan keuangan kegiatan dinas;

j. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset,

tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi pedalanan

dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai

bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

1. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan

perlengkapan sebagai bahan pertanggungiawaban dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris baik secara

tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka

kelancaran pelaksanan tugas pada Sekretariat.

o Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas

membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang

pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian,

produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
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b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdaya€rn

Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa

data serta informasi secara sistematis yang berhubungan dengan

tugas pemberdayaarl masyarakat sebagai kerangka acuan/pedoman

penJrusun€rn rencana kegiatan;

d. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan

dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan

pemberdayaan masyarakat;

e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan

masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

f. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan

dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan

dan rekomendasi dibidang perindustrian, perdagangan dan

investasi seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan Izin Reklame;

g. merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil

desa, kelurahan dan kecamatan;

h. melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong

royong masyarakat di wilayah kecamatan;

i. memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta

dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan

Kecamatan;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

Kecamatan;
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k. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit
kerja pemerintah maupun swasta;

l. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan

swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaa.n

masyarakat;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan

masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sesuai dengan sumber data yang ada

berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan

sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu

Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk serta layanan dibidang ketentraman dan

ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

dengan sumber data yang ada sesuai dengan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum sebagai pedoman dan landas€ur kerja;

c. merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum;
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d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data

serta informasi secara sistematis yang berhubungan dengan tugas

ketentraman dan ketertiban umum sebagai kerangka

acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan

ketertiban umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

f. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah

Kecamatan dan pemberian Rekomendasi keramaian;

g. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan

dan petunjuk teknis pemberian Surat Izin Berkantor;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Polisi

Pamong Praja Kecamatan;

i. melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa di

wilayah kecamatan;

j. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan

kegiatan penyelengga.raan ketentraman dan ketertiban umum di

wilayah Kecamatan;

k. melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang

tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-

undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dibidang penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah

Kecamatan;

l. melakukan koordinasi dengan pemuka ag€rma yang berada di

wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum masyarakat;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan

masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.
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a Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu

Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan

sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan

olahraga di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya

dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial

dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpuo, mengolah dan menganalisa

data serta informasi secara sistematis yang berhubungan dengan

tugas kesejahteraan sosial dan budaya sebagai kerangka

acuan / pedoman pen5rusunan rencana kegiatan;

d. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan

dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya;

e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan Kesejahteraan Sosial dan

Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

f. merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM,

dan peringatan HUT lainnya ditingkat Kecamatan;

g. memfasilitasi, mengidentifikasi dan mendistribusikan pemberian

bantuan kepada masyarakat;

h. melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat

beragama dan lembaga adat serta suku terasing;

i. melakukan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan

dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan

masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
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k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial

dan Budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan

kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan

masukan bagi atasan; dan

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik

secara tertulis ataupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis serta layanan dibidang Pemerintahan Kecamata,

Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa serta dibidang

Pertanahan dan Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber

data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan

sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpufl, mensistematisasikan dan

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

berhubungan dengan tugas Tata Pemerintahan sebagai kerangka

acuan/ pedoman pen5rusunan rencana kegiatan;

d. merusmuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan

dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan

Seksi Tata Pemerintahan;

e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
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f. merumusk€rn dan melaksanakan pengumpulan bahan dan

menyiapkan analisa dan saran dalam rangka penyelesaian

perselisihan antar wilayah/ Desa;

g. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan

pedoman dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerjasama

antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam

Kecamatan;

h. merumuskan dan mempersiapkan bahan pen5rusunan dan

petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian Izin Mendirikan

Bangunan UMB) dan Rekomendasinya;

i. melaksanakan urusan pembinaan pemerint umum dan pembinaan

pemerintahan desa dan kelurahan;
j. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa

dan Badan Perwakilan Desa (BPD), fasilitasi penataan Desa dan

Kelurahan, fasilitasi pen5rusunan peraturan Desa serta fasilitasi

dalam penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan

antar Desa;

k. melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala

Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD);

1. melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan

serta pemberian rekomendasi dan Surat Keterangan dibidang

kependudukan seperti surat keterangan domisili, rekomendasi

passport dan lainnya;

m. menyelenggarakan pembinaan keagrarian dan pemberian surat

keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT,

Hibah dan lainnya);

n. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas

diwilayah kecamatan;

o. melaksanakan pembinaan politik dalam negeri di wilayah

kecamatan;

p. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPT)

dan Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di wilayah Kecamatan;
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q. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat Kecamatan;

r. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan

satuan kerja perangkat daerah (UPTD) dan Instansi vertikal

dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah

Kecamatan;

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan

masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan

sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang

telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi

atasan; dan

u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik

seca.ra tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

2. |.2.F'ttngsi Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat memiliki

fungsi sebagai berikut :

a. Pelalcsanaan Untsan Pemerintalwn : Melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang

dilimpahkan kepada kecamatan;

b. Koordinasi Penyelenggaraan Pemeintaltan : Mengkoordinasikan

penyelenggaraa"n pemerintahan di tingkat kecamatan;

c. Pembinaan dan Penganaasan : Melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di

wilayahnya;

d. Pelayanan Administratif : Memberikan pelayanan administratif kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Fasilitasi dan Mediasi : Memfasilitasi dan memediasi penyelesaian

permasalahan yang terjadi di masyarakat.

f. Pelaporan dan Eualuasi : MenSrusun laporan dan evaluasi pelaksanaan

tugas kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
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2. l.3.Stnrktur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh Sekretaris

Camat dan Kepala Seksi yang terdiri dari Kepala Seksi Tata Pemerintahan,

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan

Sosial dan Budaya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan

Kepala Seksi Pelayanan Umum. Berikut gambar Struktur Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.1. Struktur Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut

merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai

faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu Perangkat Daerah.

2.2.1. Sumber Daya tanusia

Berdasarkan data periode Mei 2025, jumlah pegawai pada Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis adalah 19 orang PNS, dan Tenaga Kontrak
25
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sebanyak 32 or€rng. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan,

eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Bantan dapat dilihat

sebagai berikut :

Tabel2.1
Komposisi ASN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Menurut Jenis Kelamin

UNIT KERJA JENIS KEI.AMIN JUMI-AH

PR

Sekretariat 12

2. Seksi Pelayanan Umum 3 6 I
5

15

17

3

I

3.
i

Seksi Sosial dan Budaya

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

13 4

5

17

3

4

15

,2

37

1

25. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Tata Pemerintahan

Total s2

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 19 orang

PNS dilingkungan Kecamatan Bantan adalah laki-laki berjumlah 37 orarlg

atau lOOo/o.

Tabel.2.2

Komposisi ASN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No Unit Kerja Usia (tahun) JUMI.AH

20'-25 xi-30 31-35 364() 41-45 46-50 >50

1 Sekretariat 2 2 2 6

2. Seksi Pelayanan

Umum

1 1

3. Seksi Sosial dan

Budaya

2 2

4. Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

I 1
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5. Seksi Ketentraman

dan Ketertiban Umum

I 1

6. Seksi Tata

Pemerintahan

1 1 2

Total o I 3 o 3 4 2 13

Sumber : Baglan Kepegawaian Kecamataa Bantan Periode lf:ei 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 13 orang

PNS dilingkungan Kecamatan Bantan adalah kelompok umur 3O berjumlah 1

orang atau 7,690/o, kelompok umur 31-35 berjumlah 3 orang atau 23,O7o/o,

kelompok umur 4L-45 berjumlah 3 orang atau 23,O7o/o, kelompok umur 46-50

berjumlah 4 orarrg atau 3o,79o/o dan kelompok umur >5O berjumlah 2 orang

atau 15,3870.

Tabel.2.3

Kompo sisi ASN Kecama,fr 

"HTilffiffi ::ilBengkaris

No Unit Wilayah Golongan JUMLAH

I II u ru

1 Sekretariat 2 2 4

2. Seksi Pelayanan Umum 1 1

3. Seksi Sosial dan Budaya 1 1

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

1 I

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1 1

6. Seksi Tata Pemerintahan

Total o 2 6 8

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa komposisi PNS

dilingkungan Kecamatan Bantan adalah Golongan III berjumlah 2 orang atau

2Oo/o dart Golongan IV berjumlah 6 Orang atau 8Oo/o.

Tabel.2.4

Komposisi ASN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

SUA Diplo"'a S1 52

No Unit Wilavah Tingkat Pendidikan JUMLAH
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1. Sekretariat 20 3 5 3 31

2. Seksi Pelayanan Umum 1 3 4

3. Seksi Sosial dan Budaya 3 1 4

4. Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2 2 I 5

5 Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum

4 2 6

6. Seksi Tata Pemerintahan 2 2

Total 30 3 15 4 52

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan

Kecamatan Bantan didominasi dengan tingkat pendidikan SMA bedumlah 3O

orang atau 53,84o/o, pendidikan 51 berjumlah 15 orang atau 3O,78o/o,

pendidikan 52 berjumlah 4 orurng atau 7,690/o dan pendidikan Diploma

bedumlah 3 or€rng atau 7,690/o. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan

Mandau tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang

ditamatkan pegawainya.

Tabel.2.5

Komposisi ASN Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

Berdasarkan tabel diatas (Data Kepegawaian Kecamatan Bantan

periode Mei 2O25) , dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Bantan

terdiri dari Eselon III berjumlah 4 orang, Eselon IV berjumlah 6 orang dan

Fungsional Pelaksana (Staf) berjumlah 3 orang.

41 Eselon III

62 Eselon IV

3 Fungsional Pelaksana (Stafl 3

13Total

JumlahNo Jabatan
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Komposisi ASN K""H"X'L.,, Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No Jabatan Jenis Kelamin JumIah

LK PR

1 Eselon III 2 o 2

2 Eselon IV 7 o 7

3 2 1 4

Total 13 o 13

erdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan

Bantan terdiri Eselon III berjenis kelamin 2 orang laki-laki, Eselon IV bedenis

kelamin 7 orang laki-laki, dan Fungsional Pelaksana (Stafl berjenis kelamin 4

or€rng laki-laki.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan

sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan,

ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam

menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target

yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Tabel.2.7
Daftar aset yang dimiliki oleh Kantor Camat Kecamatan Bantan

Tanah Bangunan Kantor
Pernerintah
Station Wagon

Station Wagon

Station Wagon

Pic* Up

Pick Up Ford All Ner., Ranger /
Dqrue Cabin 4x4 xLS

1

2
4

5

b
7

Totfi I Kiranlg Inno\ra G

AVANZA/ NEUVVELOZ
l.s M/r

TOYOIA FORTUNER /
TOYOTA FORTUNER 2.4

6 46aX2
t4azda

2m5

2012

2017

2024

2(n8

20r5

1

I
1

1

1

I

I1 2 3 1 8 5 6 7

29

Fungsional Pelaksana (Sta!

I
I

Keadaan Barang

No Nama Barang Herk/Type
Tahun

Percleh
an

Satuan
Baik Kurang

Baik
Rusak
Berat

Ket



8

I

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

14

21

22

23

24

25
26

27
28

29
30

31

Sepeda Motor

Se@a Motor

Se@a lvlotor

Sepeda Motor

Sepeda Motor

S€peda Motor

Sepeda Motor

Se@a Mdor

Bak Air

Global Pqttioning System

Pen)remprd Mesin (Power
Sprayer)
Rak*,ak Penyimpan

temari Penyimpan

L€rnari Penyimpan

Lemari Penyimpan

Mein Stensil Listrik Folio

temari Besi/Metal

Lemari B€li/lvtetal

Lemari B€$llletnl

Lemari Kayu

Lemari Kayu

L.emari Kayu

Lemari KaW

lemari Kayu

Lemari Kayu

lemari Kayu

temad Kayu

Rak Kayu

Filing Cabinet Besi

g.Euki / FL 125 R

Sl.lzukl/FL125R

9lzuki / FL 125 R

Honda / Supra x 125 Cw
In injecfion

HONDA CBRT25 /
H5O2R20M1 Mrr

HONDA CBR125 /
H5@2R20M1 Mrr

HONDA CBR125 /
H5@2R20M1 Mrr

Honda / New Street Fire

GARJ,IIN / Montana 680

Furnilux / -

Bunga / 4 Pinhr

Orbitsend/2dntukaca

Gernet 1000-/ cnEs oit /

Mustang / dua pintu

s( l-
f4efuzhi

A(eI/'
-t-

-t-
-t-

- I )aai

Gv l-

Gvl'Flling Cabinet Besi 2012

30

2008

2m8

2008

2015

2016

2016

2016

20L7

2019

2017

2020

2015

20t4

2016

2017

2015

2008

2012

2023

2010

20t0

2010

2017

2017

2018

2019

2024

2010

2012

I

1

1

1

I

I

I

2

I

1

4

1

2

4

2

I

1

2

I
2

1

2

I
2

2

I
3

2

1

I

1

2

I

1

4

I

2

4

2

2

2

2

I
2

I

1

I

I

1

I

I
2

3

2

-t-
-t-

I



Megaphone

Microphone

Unit Power Supply

Unit Power Supply

Camera film

Disp€ns€r

Dispenser

Dispenser

Karpet

Karpet

Karpet

lGrpet

Karpet

Gordyin/Kray

Gordyin/Kray

Goftlyin/Kray

Alat Rumah Tangga Lain{ain

AIat Rumah Tangga Lain-lain

Alat Rumah Tangga Lain-lain

Alat Rumah Tangga Lainjain

Pompa Kebakaran/Portable

Pompa Kebakaran/Portable

Meja Kerja Peiabat Eselon III

Meja Kerja Pejabat Eselon III

Meja Kerja Pejabat Esebn III

Meja (erja Pejabat Eselon Iv

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Kursi Keda Pelabat Eselon Iv

Kursi Kerja Pegawai Non
Struktural

Kursi Kerja Pegawai t{on
Struktural

Lemari Buku Untuk Pejabat
Eselon III
Lemarl Buku Arsip Untuk Arsip

Transistor / -

Krezt / K.502

Ersys / -

Canon / EOS 1300 D

Miyako / -

Miyako / -

Arashi Digital Hot and
Cold3KranB/Tipe

AMDOI

HONDA

-l-
-t-

- / Direktur

ORBITREN / 1 biro

Subaru / -

Subaru / -

- / Sandaran tingi

ToPk / -

Toptx / -

Elwl -

vrP/-

2010

2009

2013

2013

2017

2011

2015

2023

2017

2017

2018

2019

2022

2011

201r

2018

20ll

2011

2020

2020

2020

2022

2010

2015

2016

2074

2010

20to

2018

2019

2014

20rr

20tt

20r0

2008

1

9

1

4

1

4

3

1

2

I
4

I
6

t2

I
1

2

7

1

1

I

I
I
1

1

5

2

3

I
1

5

4

6

1

2

9

2

1

3

1

1

1

1

4

1

6

12

I

1

1

1

1

5

2

1

1

5

6

1

1

4

4

1

2

1

3

4

1

2

34



Dinamis

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis

Lemarl Buku Arsip Untuk Arslp
Dinamis

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis

lemari Buku Alsip Unfuk Arip
Dnamis

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis

Lemari Euku Arsip Untuk Anip
Dinamis

Professional Sound System

Uninterrudible Power Supply
(uPs)

Unintenuptible Power Supply
(uPs)
Uninteruptlt le Poiler Suppty
(uPs)

Uninteruptibh Power $pply
(uPs)

Uninterruptible Power Supply
(uPs)

Uninterruptible Power Supply
(uPs)

Tripod Camera

Carnera Hlm

Lensa Kamera

Camera Digital

Te}ephone (PABX)

nandy faky (nf)

Handy Talky (lrr)

Antene SHF Portable

Genset

Genset

Stabilizer

Alat Degreening leruk Kap 10O

Kg
Meja Kerja

l4eja Kerja

P.C Unit

P.C Unit

P.C Unit

Toptul-

Taplx I -

GTI.

APE(/ -

-t-

YAMA,H/A / -

rc^ cE 1200 / -

AVA Pro / -

rcAl -

FOTOPRO

Nicon / -

TAMRON / BO18E

Panasonic / -

VOXTER

Primasat / -

Firman / 5 Kw

Hartedr / HT 20 p

Shino / -

Orbitrerd / 1 Bro

Orbitrend / I tliro

Acer Processor inter Core
13 PROCESOR / -

Acer Pro€essor inGr Crre
13 PROCESOR / -

Hpl-

hpl-P.C Unit 2014

35

2010

20to

2012

2014

20r5

2016

2019

2013

2014

2015

2017

2018

2019

202L

2022

2014

2022

2022

2015

2019

2022

2015

2q)8

2m8

2012

2015

2013

2013

2012

2012

2013

I

2

2

5

3

I
2

I

2

2

4

4

t
1

1

1

1

4

3

2

1

1

1

1

4

5

1

1

2

2

2

1

2

5

3

1

2

1

2

2

4

4

I
I
I
1

I

4

3

2

I
1

5

2

1

1

I

4

1

2



P.C Unit

P.C Unlt

P.C Unit

P.C Unit

P.C Unit

P.C Unit

P.C Unit

lap Top

tap Top

tap Top

Lap Top

Lap Top

Lap Top

Note Book

Note Book

Note Book

Note Book

Monitor

Printer (Peralatan Personal
Komputer)

Printer (Ferdlatan Personal
KompuEr)

Printer (kralatan Personal
Komputer)

Printer (Peralatan PeGonal
Komputer)

Printer (Peralatan Personal
Komputer)

Printer (Peralatan Personal
Komputer)

Printer (Peralatan hrsonal
Komputer)

Printer (Peralatan Personal
Komputer)

Printer (Peralatan Personal
Komputer)

ttinter (ttsGlatan Personal
Komputer)

ttinter (PeGlatan Personal
Komputer)

Printer (Peralabn Pelsonal
Komputer)
Scanner (Peralatan Personal
Komputer)

HP20WD/-

ACER / UPS layar

Lenovo / C-ore 15

L€no/o / -

Asus

Sony/ -

HP1m0/-

ACER/ -

Acer

Acer

so.rYvAro/ -

Leflo/o / -

HPI-

ACER/ -

ACER

Canon / -

Canon / -

Canon / MP 237

Epson / L120

Ep6on / L120

E@n / Infus

EROTHER / L-1201

Canon / Print scan dan
copy

Canon / TR45mS

Crnon Pixma

Canon / Duple& 6fi) dpi,
H, A4

2015

z0t6

2017

2017

2019

202t

2024

2012

2015

2017

202r

2023

2024

2014

2015

2016

20r6

2018

2013

20t4

2015

2016

2016

2017

2018

2019

2A2t

2022

2023

2024

2022

2

3

2

1

3

4

1

2

3

2

4

1

2

3

2

')

3

I
4

5

7

2

4

4

2

2

4

2

2

1

1

2

3

2

I
3

4

1

2

3

2

4

1

2

3

2

2

3

1

5

7

2

4

4

2

2

4

2

2

I

I

4
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S€anner (Perdlatan Personal
Komputer)

Extemal/ Portable Hardisk

Tenda

Tenda

Tenda

Tenda

Tenda

Bangunan @ung Kantor
Permanen
Bangunan Gedu$g PerGmuan
Permanen

Bangunan Tmpt Pendidikan
Lain-lain (dst)

Gedung Pos laga Permanen

Rumah tlegard Golongan IU
Lain-lain
Rumah Negara Golongan III
Lain-lain
Mess/wisma/Bu n ga lovfempat
Peristirahatan Permanen
Bangunan Menara
Telekomunikasi Lain-lain (dst)

Pagar Permanen

Jalan Nasional Kelas I Lain-laln

Lukisan lain-lain

Lukisan lain-lain

Lukisan Iainlain

Canon

To6ftiba

-t-

-t-

2023

2023

2010

2012

2012

2018

2022

200s

2m9

2013

2013

1994

2005

t997

2012

2013

2010

2010

2010

2010

1

2

1

2

2

2

2

t

I

1 1

1

I

I 1

1

I
1 1

1

6

1

6

t2 t2

Sumber: SIMDA Kecamatan Bantan, Tahun 2025.

Tabel 2.7 diatas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Kantor

Camat Kecamatan Bantan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan

dan peralatan kantor yang ada di kantor Kantor Camat Kecamatan Bantan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1.198 aset dilingkungan

Kantor Camat Kecamatan Bantan. Dari total tersebut, 1.110 aset memiliki

kondisi yang baik dengan persentase 92,650/o. Lalu terdapat aset dengan

kondisi kurang baik sebanyak 88 atau sebesar 7,35o/o. Sedangkan aset dengan

kondisi rusak berat tidak ada. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan

dalam pen5rusunan kebutuhan aset di lingkung€rn Kantor Camat Kecamatan

Bantan di tahun berikutnya.
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Disamping keberadaan aset tersebut di atas, Kantor Camat Kecamatan

Bantan terus berupaya mewujudkan pemenuhan pelayanan publik, sampai

saat ini Kantor Camat Kecamatan Bantan, dengan pelayanan di desa sejumlah

23 desa sebaimana berikut:

/ Desa Deluk,
/ Desa Jangkang,
/ Desa Bantan tua,
/ Desa Pasiran,
/ Desa Resam lapis,
/ Desa Selatbaru,
/ Desa Berancah,
/ Desa Bantan tengah,
/ Desa Ulupulau,
/ Desa Mentayan,
/ Desa Teluk papd,
/ Desa Bantan air,
/ Desa Bantan sari,
/ Desa Bantan timur,
/ Desa Muntai Barat
/ Desa Muntai,
y' Desa Pambang baru,
/ Desa Pambang pesisir,
/ Desa Teluk pambang,
/ Desa Suka maju,
/ Desa Kembung baru,
/ Desa Kembung luar,
/ Desa Teluk lancar.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2Ol8 tentang Kecamatan, tugas

pokok Kecamatan adatah melaksanakan urusan pemerintahan umum serta

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati/Walikota. Permendagri Nomor 86 Tahun 2Ol7 mendefenisikan kineda

sebagai capaian keluaran /hasil /dampak dari kegiatan /program /sasaran
sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam

perspektif Renstra, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu programl kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
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organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Dalam PenSrusunan Renstra

ini mempedomani Kepmendagri Nomor.gOO. l. 15.5-34O6 Tahun 2024 tentang

Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5SS9

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada

masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut

dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas

penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan

dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor O3 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan

Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Keda

pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkalis.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177 /l{Ptslll2o22
Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk

Kecamatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dimana Persentase

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari

hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman

Pen5rusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik. Formulasi Perhitungan IKM sebagai berikut :

IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Tertimbang 
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Total Unsur yang Terisi

Maka Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis adatah melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan dan

Pelayanan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kabupaten Bengkalis

1. Pelayanan Administrasi, indikator Persentase pelayanan administrasi

kependudukan yang selesai tepat waktu;

2. Pelayanan Perizinan fiika dilimpahk*), indikator Rata-rata waktu

penyelesaian pelayanan perizinan yang ditangani kecamatan;

3. Koordinasi Pemerintahan Desa, indikator Persentase desa yang dibina

dan dimonitor secara berkala;

4. Musrenbang dan Pembangunan Wilayah, indikator Persentase usulan

musrenbang kecamatan yang diakomodasi dalam RKPD Kabupaten;

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator Jumlah kasus gangguan

ketertiban yang ditindaklanjuti oleh kecamatan;

6. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, indikator Persentase pengaduan

masyarakat yang diselesaikan dalam waktu maksimal 7 }:ari kerja;

7. Kinerja Pelayanan Publik, indicator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) terhadap pelayanan kecamatan;

8. Inovasi Pelayanan, indikator Jumlah inovasi pelayanan publik yang

dijalankan dan berdampak pada masyarakat;

9. Keterbukaan Informasi Publik, indikator Tingkat ketersediaan informasi

publik di website/media sosial resmi kecamatan;

1O. Penyerapan Program Strategis Daerah, indikator Persentase

program/kegiatan strategis kabupaten yang dilaksanakan di wilayah

kecamatan;

11. Ketepatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan, indikator Persentase

pelaporan kinerja kecamatan yang disampaikan tepat waktu dan

lengkap;

12. Evaluasi dan Pengawasan, indikator Jumlah kegiatan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan urusan desa atau pelayanan publik.
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Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis periode sebelumnya yaitu tahun

anggaran 2O2l*2O24, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan

SKPD Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :
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Tabel.2.8
Pencapaian Kineria Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Bantan

Kabupaten Bengkalis

No

lndil€to. lGnerja s€suai Tugas dan Fungsi PeranS*at Da€rah Target Realisasi Rasio Capaian

l(U Rsstra 2021-2022
IKU Prototype (hsil Evaluasi

fernerpan RBI 2023-2026
2027 2022 2023 2024 2027 2022 2023 m24 2021 2022 2073 20.24

1.
lndels KeFrase Mdyaratat
(rKM)

ldelslepoasa|r M6yarah
(m0 85 86 a7 q, 88 97 90,8[) 9,* 75 83 T' 83

2.
PeEenta* desa dengan

tinerla baik

Pecrscnta* desa deqilr fitqh
hl

75 75 75 E8 96 97 9S,g' 99,tn 72 7t 75 86

3.
Persentase penurunan

Eangguan KAMTISMAS (AMNEMAS
70 m 81 E2 95 98 99,18 lm 67 7A g) 82

4.
Predikat Akuntabilitas (inerra

Predilat Alruntabatitas Xift eriil cc cc BB BB EA BA BB a8 BB

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan defenisi bahwa

perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan

kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang

ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu kaidah dalam

perencanaan. Namun demikian hal tersebut masih belum dilakukan sebagaimana

mestinya akibat kurangnya ketersediaan data. Di masa depan, terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Kecamatan Bantan. Terkait dengan

keberhasilan pencapaian target-target Renstra Kantor Camat Kecamatan Bantan

Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut ini.
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Tabel.2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Camat Bantan

Kabupaten Bengkalis

Uralan

-

Prostam
Pelayanan

Administrasi
Ped(antoran

Anggaran pada Tahun ke

5.130.430,888 5,716,820.794 5.718.866 966 5.707.119.019

Reallsasi AnSSaran pada Tahun ke

4,752,332,061 5.320.808.438 5.310.380.898 4.673.146.425

Raslo antara Reallsasl dan Anggaran Tahun k+

93,78% 96,30% 94,73% 96,58%

Rata-rata
Pertumbuhan

5.575,809,567 95,35%

Program
Penyelenggaraa
n Pemerintahan

dan Pelayana n

Publik

392,023,108 899,883.800 1.046.928.400 1.035,209.650 381.710.532 898,107.200 't.045,708.400 514.848.820 98,690/o 89,71% 99,94% 74,85./. 843.511.240 90,80%

Prognam

Pemberdayaan

Masyarakat
Desa dan

Kelunahan

1.392.163.000 1,003.134.618 't.247.360.731 905.368.794 1.319.164.800 995,822.700 743.296,600 858.567 677 97,38% 97,66% 79,100h 72J0% 1.'t37.006.786 86,76%

Program

Koordlnasi
Ketentraman

Dan Ketertiban

Umum

35,900,000 216.464.000 744.772j00
176.868.494 35.900,000 213,964.000 185.194.000 100% 99,43% 99.96% 0,00% 293.451.149 75%

Program

Penyelenggaran

Urusan

Pemerintahan

Umum

208.378,000

30.209.s00

259.126.000

25.870,200

185,320.000

156.407.000

323,357.676 208,376.000

30.209.500

247.625.800

25,870,200

153,971.000 190.342.676 1000i6 97,18%

s0,42%

99,22%

0,00%

79,430h

0,00%

214.M5.419

70.828,900

84%

47%

Program

Pembinaan Dan

Pengawasan

Pemerinhhan

Desa
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan

dalam Renstra Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2021-2024 dapat tercapai

dengan baik.

2.4. Capaian Klnerja Pendo:nq.an

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan

fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja

pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kantor Camat

Kecamatan Bantan sejak tahun 2021 sampaidengan tahun 2024.

a. Belanja Operasi

Realisasi Anggaran Belanja Operasi (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji

dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2021-

2025 adalah sejumlah Rp. 30.498.406.767(tiga puluh milyar empat ratus

sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar

85,41o/o dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp.37.667.476.985

(tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh

enam ribu sembilan ratus delapan puluh lim rupiah). Rincian anggaran dan

realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.{0

^",,.,LTfl?',ti"1**#i""ffX'il3Tn'Zo?rr-roro
No Tahun Anggaran Realisasi ot

TO

1 2021 6.803.453.188 6.343.'106.161 93,23

2 2022 7.930.191.412 7.483.274.338 94,36

3 2023 7.739.717.162 7.365.125.898 95,16

4 2024 8.025.045.005 6.132.485.598 76,42
Jumlah 30.498.406.767 27.323.991.995 89,80

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja

Oprasi sudah cukup optimal dengan predikat "tinggi".Namun demikian perlu

dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp

3.174.414.772(tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh

dua rupiah).

b. Belanja Modal
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Anggaran Belanja Modal Tahun 2021-2025 yang tersedia dalam DPA sejumlah

Rp. 947.761.977 (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh

satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Sedangkan realisasinya

adalah sejumlah Rp. 797.657.732 (Tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta enam

ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), atau sebesar

97,52o/o. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai

berikut:

Tabel2.11
Target dan Realisasi Belanja itlodal

Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2021-2024

No Tahun Anggaran Realisasi o,,o

1 2021 385.651.308 384.588.732 99,80

2 2022 221.108.000 218.924.000 99,53

3 2023 112.577.304 89.925.000 90,80

4 2024 122.679.228 104.220.000 99,94

Jumlah 842.015.840 797.657.732 97,51

Tabel da atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kantor Camat

Kecamatan Bantan sudah cukup baik dengan predikat "sangat tinggi". Namun

demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi

mencapai Rp. 44.358.108 (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan

ribu seratus delapan rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata

anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp 28.121.649.727 (dua puluh delapan

milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus

dua puluh tujuh rupiah) atau sejumlah Rp. 7.030.412.432 (tujuh milyar tiga puluh juta

empat ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dalam kurun waktu 4

(empat) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Kantor

Camat Kecamatan Bantan Tahun 2021 sld 2024.
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Tabel.2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Camat Kecamatan Bantan

Tahun 2021-2025

1

Program Pelayanan

Adminbtrasi Perkantoran
5.130,430.888 5,746,820,794

5.718.866.966 5.707.119.619
4.752.332,081 5.320.808.438 5.319.380.898

4.873.146,425
93,78% 00,30% 94,73% 96,5E%

89,710h 99,940/6 74,85%

2 Prognam Penyelenggaraan

Pemerintahan dan
Pelayana n Publik

392.023.108 899.883.800 1,046.928.400 1.035.209.650 38'!.710.532 898.107,200 1.045.708,400 514.618.820 98,89%

97,38% 97,66% 79,70% 72,30%

a

Prognam Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan

Kelurahan

1.392.1$.0m 1.003.134.618 1.247.360.731

905.308,794

1.318 104.800 99s,822.700 743.296.600
858.567.877

185,194.000

100% 99,43% 99,96% 0,00%

4 Prognam Kmrdinasi
Ketsntraman Dan

Kebrtlban Umum

35,900.000 216,464,000 144.772,lN 176.668,494
35.900.000 213.004.000

79,430h

Program Penyelenggaran

Urusan Pemerinhhan
Umum

208.378.000 259.126.000
185.320.000 323.357.670

208.378,000 247.625.800
153,971,000 190.342.676

100% 97,78% 99,22k

30.209.500 '156.407.000 30.209.500 25.870.200 97,01% 90,42.h 0 00% 0,0006

0
Program Pembinaan Oan

Pengawasan Pemerintahan

Desa

25.870.200

Sumber: Bagian Keuangan Kantor Camat Bantan Tahun 2025.
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Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, serta

pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2021 sld 2024. Beberapa catatan atas

informasi kinerja anggaran Kantor Camat Bantan antara lain adalah:

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2021 sampai tahun 2024 pada belanja

operasional sebesar 89,80% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 22,45 o/o,

sedangkan untuk belanja modal rata-rata pertumbuhannya sebesar 97,51 % dengan

rata-rata pertu m bu ha n real isas i sebesar 24,38o/o.

2. Kegiatan untuk administrasi pengelolaan Pelayanan dan peningkatan kapasitas

mengalami pertumbuhan yang baik, dikarenakan prioritas anggaran dialokasikan pada

peningkatan pelayanan.

3. Sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kegiatan, terdapat kegiatan yang

dilaksanakan setiap tahun, hanya beberapa kali dalam 4 (empat) tahun, dan juga ada

kegiatan yang dilaksanakan hanya sekalidalam 4 (empat) tahun.

4. Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Bantan merupakan rangkaian untuk

meningkatkan kualitas Pelayanan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Bantan dimasa yang

akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan,

khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, outcome program, maupun output

kegiatan.

2.5. Tantangar dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bantan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang

perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang

dihadapi baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan serta

peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
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Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis memiliki faktor internal dan faktor eksternal yang dapat
mendukung dan juga dapat menjadi hambatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan

tugas dan fungsinya, Kecamatan Bantan akan melaksanakan upaya-upaya

antara lain sebagai berikut :

Tabel2.11
Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perang!<at Daerah

Kecamatan Bantan 2O25-2O3O

1 Peninglatan Pelayanan
Administrasi PATEN secara
disital

./
./ ./ ./ ./ {

./ {2 Memaksimalkan peluang
pengembangan wilayah ke
stakeholder

./ ./ { ./

,./ ./ ./ ./ ./
',/3 Peninglatan sarana dan

prasarana kantor dalam
pelayanan masyarakat.

4 Pemenuhan Fasilitas dan
infrastruktur pendukung Kantor
Camat.

{ ./ ./ ./ ./
./

5 Memaksimalkan fungsi s€rrana
danprasarana dengan
melaksanakan pemelihara€u:I,
rehabilitasi, dan perbaikan
terhadap fasilitas kantor.

./ ./ 't/ ./ .l ./

6 Pening[atan kompetensi SDM
dengan training, kursus-kursus
singkat, bimtek dan metode
pelatihan lainnya

./ ./ ../ ./ ./
./
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2.6 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan I'ungsi Pela5ranan

Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pelayanan Kantor Camat Bantan lebih kepada permasalahan

lnternal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan

perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel.2.12
Kerangka Permasalahan Pelayanan Kantor Camat Kecamatan Bantan

Keberhasilan pelayanan terhadap masyarakat dengan sistem yang ada sangat

tergantung pada peran serta aktif dari masyarakat dalam penyampaian informasi.

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat merupakan faktor terpenting. Hal ini

membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk

tetap mengikuti prosedur / SOP dalam pelayanan sehingga kepatuhan memenuhi tujuan

pelayanan yang prima.

Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan adalah memberikan pelayanan

(customer seruice) yang baik kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas

pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada masyarakat sebagai

Pelayanan
Publik yang

belum Prima
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pelanggan sehingga meningkatkan tujuan dan sasaran. Paradigma baru yang

menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat harus diutamakan

agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat

keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan

presepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan

pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan sukarela (valuntary compliance)

bukan kepatuhan yang dipaksakan (compulsary compliance). Untuk meningkatkan

kepatuhan sukarela dari masyarakat, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam

menerapkan SOP yang telah ditentukan, kesederhanaan peraturan dan prosedur

pelayanan serta yang paling utama yaitu pelayanan yang prima, baik dan cepat kepada

masyarakat. Hal ini dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara

efektif, yaitu:

a. Program pelayanan yang baik kepada masyarakat.

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan masyarakat.

c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasiyang efektif.

d. Pemantapan law enforcemenf secara tegas dan adil.

Disamping itu, kemampuan aparatur/petugas dalam menyusun kebijakan maupun

memberikan pelayanan serta menerapkan aturan sangat perlu ditingkatkan. Kesan

kesewenang-wenangan aparat pajak dalam melayani masyarakat harus dihilangkan.

Kesan kesewenangan ini terlihat bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti: birokrasi

yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS)

yang merasa dilayani bukan melayani,

Banyak terdapat kendala-kendala yang dialami oleh petugas sehingga tidak dapat

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, misalnya:

a. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan

b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas

c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku
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d. Kurang akuratnya perencanaan kualitas

e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM

f. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif

g. Keterbatasan sumber-sumber

h. Lemahnya sistem insentif (terutama non finansial)

i. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif

j Berorientasijangkapendek

k. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan

I. Lemahnya integritas aparatur

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan

dan akar masalah pelayanan Kantor Camat Bantan sebagai berikut.

Tabel.2.13
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah

Dalam Pelayanan Kantor Camat Bantan Kabupaten Bengkalis

ilasalah
Pokok Permasalahan Akar Masalah

Tingkat
Kepatuhan
Masyarakat

Masih rendahnya Tingkat
Kepatuhan masyarakat
dalam mengikuti prosedur

. Belum maksimalnya aparat ASN
sebagai perangkat penegak hukum

. Belum efektifnya kegiatan
sosialisasi terhadap masyarakat

Kompetensi
SDM

Belum optimalnya Kualitas
dan kuantitas sumber
daya

. Masih rendahnya kompetensi
aparat

. Masih lemahnya koordinasi dengan
unit kerja,

. Manajemen SDM belum mengarah
pada peningkatan kualitas kinerja
Pegawai

lnovasi
Pelayanan

Belum maksimalnya
inovasi pelayanan yang
berbasis teknologi
informasi

. Belum efektifnya koordinasi
pelayanan dengan pihak terkait

. Masih rendahnya kemampuan SDM
aparat dalam bidang teknologi
informasi

. Masih terbatasnya kemampuan
keuangan daerah
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Kondisi kinerja yang ingin dicapai Kantor Camat Bantan adalah memberikan

pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan. Kondisi

pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan

secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan

permasalahan dengan baik dan tuntas. lni berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan

potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami

pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan

kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas

serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk

memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Bantan

untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program

dan Kegiatan pada Kantor Camat Bantan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja)

Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan

sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan

anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi

masalah pelayanan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat

dengan pelaksanaannya.

2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat

dirumuskan permasalahan utama Kantor Camat Bantan adalah " Pelayanan Publik yang

belum Prima", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan

Daerah belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut

disebabkan oleh beberapa permasalahan antara !ain:

1. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
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2. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non

perizinan

4. Pemanfaatan Teknologi lnformasi belum maksimal

5. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontaldan desa.

6. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan

lingkungan

7. Masih adanya konflik masyarakat

8. Masih adanya konflik batas administrasi

9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam peren@naan pembangunan

10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan

3 4I 2

Pelayanan Publik yang

belum Prima

1 Permasalahan

dalam

Pelayanan

1. Masih banyaknya keluhan

masyarakat terkait pelayanan

2. Letak geografis masyarakat

sebagai daerah kepulauan

3. Kurangnya kesadaran

masyarakat untuk memiliki

dokumen perizinan dan atau

non perizinan

4. Pemanfaatan Teknologi

lnformasi belum maksimal

5. Masih rendahnya koordinasi

antar lembaga vertikal,

horizontal dan desa.

6. Lemahnya koordinasi dalam

penanganan bencana,

penyakit masyarakat dan
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lingkungan.

7. Masih adanya konflik

masyarakat.

8. Masih adanya konflik batas

administrasi

9. Masih rendahnya partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan pembangunan.

10. Masih rendahnya partisipasi

masyarakat dalam

pemberdayaan

kemasyarakatan.
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TUJI AN, SASARAN, STRATBGI DAI{
ARAII KEBIJAIIAIT

Bagtan lnl melmherikon garnfurun tslaahan
vtst dan mtsi petangW, dacrah" tt$uan"

silrafl, sfiztegt dan atu,lt kebtJalcan
petanglcat daetah

3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

T\rjuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)

progr€rm Perangkat Daerah. Strategis pembangunan daerah yang akan ditangani

selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu

komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level

indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan

di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategs yang telah diidentilikasi

maka Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan

menjalankan segenap penyelenggaraan urusan kewilayahan dengan tujuan yaitu

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan.

Hubungan antara tujuan dan sasarzrn Renstra Bappeda Kabupaten

Bengkalis Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-

2029, serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut :
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Gambar 3.2 Kerxrgka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD
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Gambar 3.1 menggambarkan siklus perencanaan strategis perangkat

daerah (Renstra PD) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJMD). Proses dimulai dari identifikasi sasaran RPJMD

yang berfungsi sebagai arahan makro pembangunan daerah. Sasaran ini
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kemudian diturunkan secara bertahap (cascading) menjadi tujuan dan sasaran

perangkat daerah. T\rjuan ini disinergikan dengan NSPK (Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria) serta arah kebijakan RPJMD untuk menghasilkan arah

kebijakan perangkat daerah. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam

strategi yang mencakup tahapan, fokus, dan program atau kegiatan/subkegiatan

perangkat daerah. Strategi ini mempertimbangkan isu strategis seperti masalah,

potensi, dan lingkungan dinamis. Hasil akhir dari proses ini adalah output dan

outcome yang menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan serta

kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Siklus perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang

terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD).

Proses dimulai dari identifikasi sasaran RPJMD yang berfungsi sebagai arahan

makro pembangunan daerah. Sasaran ini kemudian diturunkan secara bertahap

(cascading) menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah. Ttrjuan ini
disinergikan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta arah

kebijakan RPJMD untuk menghasilkan arah kebijakan perangkat daerah. Arah

kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam strategi yang mencakup tahapan,

fokus, dan program atau kegiatan/subkegiatan perangkat daerah. Strategi ini
mempertimbangkan isu strategis seperti masalah, potensi, dan lingkungan

dinamis. Hasil akhir dari proses ini adalah output dan outcome yang

menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan serta kontribusinya

terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Gambar 3.2 menggambarkan kerangka keterkaitan antara sasaran RPJMD

dengan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Proses ini diawali dari visi

dan misi kepala daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan RPJMD.

Ttrjuan ini selanjutnya diturunkan menjadi beberapa sasaran strategis RPJMD

yang bersifat makro dan menjadi acuan utama dalam pembangunan daerah.
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Setiap sasararl RPJMD menghasilkan berbagai outcome yang berasal dari

pelaksanaan program-program pembangunan (Program A, B, C, dan D) yang

dimuat dalam BAB III RPJMD serta digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah

daerah seperti dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi

SAKIP.

Pada sisi Renstra PD, tujuan perangkat daerah disusun dengan mengacu

pada sasaran RPJMD yang relevan serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi

(tupoksi) berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dari

tujuan Renstra PD kemudian diturunkan sasaran perangkat daerah yang

terintegrasi dengan sasaran RPJMD, menunjukkan adanya sinergi antara

perencanaan makro (RPJMD) dan perenc€rnaan sektoral (Renstra PD). Sasaran-

sasaran ini selanjutnya menghasilkan outcome yang berkontribusi langsung

terhadap pencapaian program-program RPJMD. Dengan demikian, gambar ini

menunjukkan pentingnya penyelarasan antara dokumen perencanaan daerah

agtr terwujud integrasi, sinkronisasi, dan efektivitas dalam pembangunan

daerah.

Berdasarkan pemapzrran dari dua gambar diatas hubungan yang saling

melengkapi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam kerangka

perencanaan pembangunan daerah yang terpadu. Gambar 3.1 menekankan

proses pen)msunan Renstra PD yang dimulai dari sasaran dan arah kebijakan

RPJMD, serta pengaruh dari NSPK sebagai panduan teknis dalam pen5rusunan

strategi dan program kerja perangkat daerah. Proses ini bersifat "cascading",

yaitu penjabaran secara bertahap dari tujuan hingga strategi dan program,

dengan mempertimbangkan isu strategs yang bersumber dari masalah, potensi,

dan dinamika lingkungan. Setiap elemen dalam siklus ini berkontribusi terhadap

pencapaian output dan outcome yang mendukung sasaran RPJMD secara

keseluruhan.
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Sementara itu, Gambar 3.2 memperjelas keterkaitan antara sasaran

RPJMD dan tujuan Renstra PD melalui jalur integrasi vertikal yang dimulai dari

visi-misi kepala daerah. Sasaran RPJMD menjadi rujukan utama dalam

merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang pada akhirnya akan

menghasilkan outcome dari pelaksanaan program-program pembangunan.

Keterhubungan inimenunjukkan bahwa Renstra PD harus disusun berdasarkan

sasaran RPJMD dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat

daerah melalui acuan NSPK. Dengan demikian, kedua gambar tersebut secara

komplementer menggambarkan bahwa perencana€rn pembangunan daerah yang

efektif dan akuntabel memerlukan kesinambungan dan keselarasan antara

RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi kebijakan maupun implementasi

teknisnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta

program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi

menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek

pendukung pembangun€rn daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen,

baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Perumusan visi

pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani visi RPJPD

Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten

Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2O2O-2O24. Visi pembangunan 5

(lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah "Tentrujudnga

Kahryaten Bengkalls Yang Bennarutah, Ufit Dan *Jahtcto Serta. Unggul

Dl IndoneslaD.

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang

dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat

demi kemajuan daerah. Atas dasar itu misi Tahun 2025 - 2029 dirumuskan

sebagai berikut :
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L. MeuruJudkan Pengelolaan Keuangan lracral\ Potensl Sumber Daga Alom
dan Stumber Daga Manusla geng Efelctff da.lam ilenofukan
Perekonomlan gong Berdaga Sodng. Fokus utama pada misi adalah :

a. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif

b. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas

d. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing

2. Meunafudkan Refonna.sl Bitpkra,si serta Penguatan IlEIai-IWlai Agamo

dan &tdaga ilelayu tenufu Tata Kelolo Pemcrlntahon Ya.ng Balk dan

Ma.sgatakat gang Berlcatu,.Icter. Misi ini memiliki dua pilar utama, yaitu

reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agarna serta budaya Mela5ru,

yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dan membangun masyarakat yang memiliki karalrter kuat.

Dalam konteks pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Fokus

utama pada misi adalah :

a. Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

. Reformasi Struktur dan Budaya Kerja Birokrasi

b. Reformasi Struktur dan Budaya Kerja Birokrasi
. Peningkatan Peran Agama dalam Kehidupan Sosial

. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu

. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

c. Menuju Masyarakat yang Berkarakter dan Berdaya Saing

. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

. Penguatan Identitas Loka] dalam Era Globalisasi

3. Meurufudkan Pengedlaon Infivstrulctur gang Berkualtta.s dan

Mengetnbangkan Potenst Wilagah Perbata.*,n un{z,tk KeseJahtenaan
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Ra,kgo,L Misi ini berfokus pada dua aspek utama: penyediaan infrastruktur

berkualitas dan pengembangan potensi wilayah perbatasan sebagai strategi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks

pembangunan daerah, beberapa fokus utama yang perlu diperhatikan dalam

lima tahun ke depan adalah :

a. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas

b. Pemanfaatan Telcrologi dalam Pembangunan Infrastruktur

c. Pengemburngan Potensi Wilayah Perbatasan

d. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

Tahun 2025-2029 , maka Kecamatan Bantan sebagai salah satu SKPD yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten

Bengkalis di tingkat Kecamatan tentu akan bersinergi untuk mewujudkan visi

dan misi tersebut dengan mengukur kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan yang

tertuang dalam RPJMD periode 2025-2029 adalah mengacu pada Misi ke-2 yaitu

Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya

Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang

Berkarakter.

T\rjuan yang akan dicapai adalah 2.1. Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkaralrter dengan

penguatan nilai agama dan budaya Melayu dengan indicator Indeks Reformasi

Birokrasi.

Sasaran yang akan dicapai adalah 2.I.1. Terciptanya Tatakelola

Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable dengan indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).
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Tujuan tersebut menjadi pedoman Kecamatan Bantan dalam

melaksanakan penJrusunan tujuan dan sasarzul dalam Renstra Kabupaten

Bengkalis periode 2025-2029 agar arah kebijakan dan program pembangunan

daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2025-2029 sinkron dan

terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam

Renstra Kabupaten Bengkalis. T\rjuan Perangkat Daerah adalah Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan. Sasarannya Terciptanya

Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntable.

Misi Kecamatan Bantan Kabupaten periode 2025-2029 adalah

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel

dan Partisipatif.

2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan yang Profesional, Berintegritas

dan Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima.

T\rjuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka walrtu tertentu tentang hat-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)

program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah

satu tahap perencanaan kebijakan @oliq planningrt yang memiliki kritikal poin

dalam penJrusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi

Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif

kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih. Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis 2025-2O29 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis
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Tahun 2025-2029 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada

Tabel.3.1.
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Tabel 3.1

Visl, Misi, TuJuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kabupaten Bengkalls

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Visi RPJMD TerwuJudnya Kabupaten Bengkalls Yang Bermarwah, MqJu Dan SeJahtera Serta Unggul Di
Indonesla

TuJuan Sasaran Indlketor
Tujuan/Sasaran

Data
Awal

120/241

2o.25 2o/26 20.27 2o.28 20.29 2030

1( ) (4) (5) (6) 17t (81 (el (101l2l (31

96,60 97,4O 98,2O 99,00

Mewujudkan tata
kelola pemerintahan

yang integritas,
dinamis, dan
masyarakat

berkarakter dengan
penguatan nilai

agama dan budaya
Melayu

Terciptanya
Tatakelola

Pemerintahan
Baik, Bersih dan

akuntable

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 93,74 95,00 95,80
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Tabel 3.2

Tqiuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalts 2O25-2O3O

t Meningkatnya

Kepatuhan Standar

Pelayanan Publik

lndeks Kepuasan

Masyarakat (lKM)
90 80 80,55 81 81,55 82 82,55

79 80

Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik di Tingkat

Kecamatan

lndeks

Kepuasan

Masyarakat

(tKM)
2 Meningkatkan Sistem

Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Perangkat

Daerah

B 75 75 76 78
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Tabel 3.3
Teknik Menrmuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Tabel 3.2 rnernuat struktur sistematis dalam penJrusunan dokrlmen
perencanaan strategis perangkat daerah agar selaras dengan dokumen

RPJMD, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK). Tujuan utamanya adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik di Tingkat Kecamatan. Indikator pertama yaitu Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM. Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan, pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) menjadi salah satu indikator utama yang

mencerminkan persepsi, pengalaman, dan penilaian masyarakat terhadap

layanan yang diberikan. IKM memberikan gambaran objektif mengenai

sejauh mana pelayanan di tingkat kecamatan telah memenuhi

kebutuhan, harap&n, serta standar yang ditetapkan.

Melalui survei IKM yang dilakukan secara berkala, pemerintah

kecamatan dapat menilai aspek-aspek penting seperti kemudahan

prosedur pelayanan, kecepatan waktu penyelesaian, sikap dan

kompetensi petrrgas, kepastian biaya, kenyamanan sarana prasararra,

serta keadilan dalam mendapatkan layanan. Semakin tinggi nilai IKM,

semakin mencerminkan bahwa pelayanan publik yang diberikan mampu

lvleningkatnya
Kepatuhan
Standar
Pelayanan
Publik

lndeks Kepuasan
t asyarakat (lKM)

80 80,55 81 81,55 82,55
Reformasi

Biokrasi untuk
tata Kelola

Pemerintahan
yang Baik

lvteningkatkan
Kualilas

Pelayanan
Publik ditingkat

Kecamatan

lVbningkatkan
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah

Nilai Akuntabilitas
Kineria Perangkat
Daerah

75 7q 76 78 79 80
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menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, transparan, dan

responsif.

Hasil IKM tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tetapi juga

dasar untuk meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan tata
kelola, inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan

kapasitas aparatur kecamatan. Dengan demikian, penguatan IKM

menjadi instmmen strategis untuk memastikan bahwa setiap pelayanan

yang diberikan benar-benar berdampak positif, menjamin kepuasan

masyarakat, serta mendukung terwujudnya kecamatan yang lebih

profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Indikator kedua yang sangat penting yakni Nilai Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas pelayanan publik di

tingkat kecamatan hanya dapat dicapai apabila proses perencanaat).,

pelaksanaarl, pengukuran, dan pelaporan kinerja dilakukan secara

akuntabel. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menjadi salah

satu instrumen penting yang memastikan bahwa setiap kegiatan dan

progrern di kecamatan berorientasi pada hasil (result oiented
gouelTlmentl, efektif, serta memberikan manfaat langsung kepada

masyarakat.

Melalui hubungan yang erat antara indikator akuntabilitas kinerja

dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik, kecamatan dapat

menjalankan fungsi pelayanarl secara lebih profesional, transparan, dan

berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Dengan demikian,

akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi rnenjadi

fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat,

mudah, dan berkualitas di tingkat kecamatan
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4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu

rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategg foanssed-

managementl. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipedelas dengan

serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat
bagaimana Kecamatan Bantan menciptakan nilai tambah (ualue addedl bagi

pemangku kepentingan (stakehaldefl pembangunan daerah. Disini penting untuk
mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut

menciptakan nilai {strategic objectiuel. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali

indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk
menciptakan budaya "berpikir strategilf dalam menjamin bahwa transformasi

menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,

akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan

dievaluasi (learning process) .

Sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai

upaya-upaya organisasi untuk mensosialisasikan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan

kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menedemahkan visi dan misi

kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang

seca.ra langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran renstra

maka dianggap strategis.
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Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam

menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;

2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;

3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;

4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan

5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-

belakang;

2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan

pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmentmasyarakat

pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam

proses internal Pemerintah Daerah; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi

membentuk cerita atau skenario strategi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu

ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan

pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan

pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain :

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;

2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah

alternatif strategi dibuat;
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3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi ke pada sasaran seca-ra lebih

rasional; dan

4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dansesuai/tidak

bertentan gan den gan peratu ranperu ndan g-undan gan.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan adalah :

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun,

2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun,

3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi, merumuskan draft arah

kebijakan,

4. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan,dan

5. Memutuskan arah kebijakan.

Tabel3.4
Penahapan Renstra PD

TAI{AP I
120/26l

TAIIAP II
l2o27l

TAHAP III
l2ozal

TAHAP TV

12o/2el
TAIIAP I
t2030t

1 2 3 4 5

Pemetaan,
penyusunan

standar, dan
penguatan dasar

pelayanan.

Penguatan
kompetensi

aparatur dan
modernisasiawal

layanan.

Pengembangan

inovasi dan
integrasi
layanan.

Optimalisasi
fasilitas,

perluasan

layanan digital,
dan penguatan

kolaborasi.

Konsolidasi,

evaluasi dampak,
dan perumusan

keberlanjutan
pelayanan

publik.

Tabel 3.3 menyajikan teknik perumusan arah kebijakan Renstra

Perangkat Daerah (PD) yang menjadi instrrmen penting dalam

menyelaraskan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pen5rusunan arah

kebijakan ini dengan mengacLr pada operasionalisasi Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan pada tingkat nasional
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maupun daerah, kemudian diturunkan ke dalam arah kebijakan RPJMD,

dan selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakan Renstra

Perangkat Daerah. Proses perumusan tahapan ini dilakukan secara

bertahap untuk periode 2026 hingga 2O3O, dengan memperhatikan

prioritas pembangunan pada setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar

pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah tidak hanya

temkur, tetapi juga konsisten dengan arah pembangunan jangka

menengah yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2o26 diarahkan pada pemetaan kondisi pelayanan,

penJrusun€rn standar pelayanan, dan penguatan dasar-dasar

penyelenggaraan layanan publik. Pada tahap ini, kecarnatan melakukan

identifikasi menyeluruh terhadap jenis layanan, alur kerja, kebutuhan

masyarakat, hambatan yang ada, serta kapasitas aparatur yang tersedia.

Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumtlskan

Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
seluruh layanan yang diberikan kecamatan. Selanjutoya, dilakukan

penguatan dasar pelayanan melalui penyediaan sarana layanan minimal

yang memadai, penataan ruang pelayanan, perbaikan alur pelayanan,

dan peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip pelayanan

prima. Tahap ini memastikan bahwa kecamatan memiliki pondasi tata

kelola pelayanan yang tertib, jelas, dan terukur, sebagai dasar untuk
peningkatan kualitas layanan pada tahap-tahap Renstra berikutnya.

Pada tahun 2027 diarahkan pada meningkatkan kemampuan

aparatur sekaligus memulai modernisasi proses pelayanan publik.

Penguatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan pelayanan prima,

peningkatan pemahaman regulasi, penguasaan teknologi dasar, serta

pembentukan sikap kerja yang profesional dan responsif. Aparatur
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dibekali keterampilan untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan

ramah. Sejalan dengan peningkatan SDM, modernisasi awal layanan

dilakukan melalui penyediaan sarana administrasi berbasis teknologi,
penerapan SOP secara konsisten, serta pemanfaatan aplikasi sederhana

untuk mendukung pelayan€rn, seperti formulir online, manajemen berkas

digital, dan sistem informasi pelayanan dasar. Upaya ini menjadi pondasi

transformasi pelayanan publik kecamatan menuju sistem yang lebih

efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2O2a diarahkan pada inovasi pelayanan yang mampu

menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti layanan cepat,

layanan jemput bola, atam sistem pelaporan digital. Selain itu, dilakukan
integrasi layanan antara kecamatan dengan desa-desa dalam wilayah

serta perangkat daerah terkait, sehingga proses pelayanan menjadi lebih

sinkron, efisien, dan tidak lagi berjalan secara terpisah. Integrasi

mencakup penyelarasan data, prosedur layanan, alur koordinasi, dan

pemanfaatan teknologi informasi bersama. Tahap ini juga diperkuat

dengan peningkatan sistem antrian digital, pemantaman waktu layanan,

dan evaluasi kinerja berbasis indikator. Melalui pengemb€rng€rn inovasi

dan integrasi layanan ini, Kecamatan Bantan diharapkan mampu

menghasilkan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, lebih

terkoordinasi, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Pada tahun 2029 diarahkan pada fokus untuk memaksirnalkan

seh.rruh sarana pelayanan, memperluas pemanfaatan teknologi digitaf dalam

proses pelayanan, serta memperkuat kerja sarna dengan desa dan perangkat

daerah terkait. Optimalisasi fasilitas dilakukan melalui peningkatan

kenyarnanan ruang pelayanan, penyediaan fasilitas antria.n, area tunggu yang

ramah masyarakat, serta pernenuhan aksesibilitas bagr kelompok rentan.

Perluasan layanan digital diarahkan pada penerap€rn sistem pelayanan yang
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lebih lengkap seperti formulir online, sistem antrian elektronik, pemantarlan

statt.s layanan, serta kanal aduan berbasis web atau aplikasi. Penguatan

kolaborasi dilakukan melalui integrasi layanan dengan desa-desa di wilayah

kecamatan, penyelarasan data administrasi, serta koordinasi rutin dengan

perangkat daerah terkait untuk mempercepat penyelesaian layanan publik.

Tahap ini memastikan layanan publik menjadi lebih cepat, mudah dijangkarr,

efisien, serta terstandar di seluruh wilayah Kecamatan Bantan.

Pada tahun 2O3O merupakan fase akhir dari pelaksanaan Renstra

Kecamatan Bantan tal.un 2026-2030. Fokus utarnanya adalah memastikan

selumh prograrn dan inovasi pelayanan publik yang telah dijalankan merniliki

dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus merumuskan langkah keberlanjutan

untuk periode berikutnya. Pada tahap ini dilakukan konsolidasi seluruh capaian

kinerja, data pelayanan, serta hasil irnplementasi inovasi untuk mendapatkan

gambaran utuh terhadap perkembangan kualitas pelayanan publik selama lima

tahun. Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak secara menyeluruh, baik melalui

survei kepuasan masyarakat, analisis efektivitas layanan, mampun penilaian

kinerja aparatur. Evaluasi ini bertujuan mengidentifrkasi keberhasilan,

kekurangan, dan peluang perbaikan. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar

untuk perumusan keberlanjutan pelayanan publik, yaitu menentr.rkan model

layanan yang perlu dipertahankan, diperluas, atam ditingkatkan pada periode

renstra selanjutnya. Proses ini mencakup penyempllrnaan inovasi pelayanan,

penguatan budaya kerja berorientasi hasil, dan penetapan standar pelayanan

yang lebih tinggr sebagai benchmark layanan kecamatan.

RENSTRA TAHUN 2025- 2029



Tabe1.3.5
Tekntk Merumuskan Arah KebtJakan Renstra PD

No.
OPERASIONALISASI

NSPK
ARAH KEBIJAHAN

RPJMD ARAH KEBIJAI(AN RENSTRA

I 2 3 4
1 Urusan Penunjang

Bidang Kewilayahan
Penyempurnaan Layanan

Publik a.
Men5rusun dan Menyempurnakan Standar Pelayanan dan
SOP yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

b M enin gkatkan Kap asitas dan Profe sionalisme Aparatur
sebagai Pelaksana Pelayanan Publik

c.
Mengembangkan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi
Informasi untuk Mempercepat Proses dan Memperluas Akses
Layanan

d
Meningkatkan Fasilitas dan Infrastruktur Pelayanan Publik
yang Nyaman dan Ramah Masyarakat

e
Mendorong Penciptaan Inovasi Pelayanan yang Berorientasi
pada Kepuasan Masyarakat

f.
Memperkuat Koordinasi Lintas Desa dan Perangkat Daerah
untuk Mempercepat Proses Pelayanan

ob'

Mengoptimalkan Monitoring, Evaluasi Kinerj'a, dan Survei
Kepuasan Masyarakat sebagai Dasar Perbaikan
Berkelanjutan
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Dalam rangka mengoperasionalisasikan Norma, Standar, Prosedur,

dan Kriteria (NSPK) pada urus€ur penunjang bidang perencanaan, arah
kebijakan dalam Rencana Pembangrlnan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) difokuskan pada upaya mengoptimalkan perencanaan daerah

yang adaptif. Hal ini diwujudkan melalui pen5rusunan arah kebijakan
Renstra Perangkat Daerah yang lebih operasional dan kontekstual sesuai

kondisi faktual di lapangan.

Pertama dilakukan rnernastikan selumh layanan merniliki standar
waktu, prosedur, dan persyaratan yang jelas serta mudah dipahami
masyarakat. Penyemplrrnaan SOP dilakukan berdasarkan hasil survei
kepuasan masyarakat agar layanan semakin relevan dan bermutu.

Kedua berfokus pada pelatihan pelayanan prima, etika komunikasi,
dan penguasaan teknologi. Aparatur yang kompeten berkontribusi
langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat dan efisiensi proses

layanan.

Ketiga Arah kebijakan ini mendukung peningkatan efisiensi melalui
digitalisasi layanan seperti antrian elektronik, penyampaian informasi
layanan berbasis web, pengajuan dokumen online, dan penyediaan kanal
pengaduan digital yang mudah diakses masyarakat.

Keempat arah kebijakan berfokus pada Perbaikan ruang layanan,

penataan area tunggu, peningkatan peralatan administrasi, serta

penyediaan fasilitas ramah disabilitas menjadi fokus agar masyarakat

merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan.

Kelima arah kebijakan diarahkan menciptakan inovasi layanan

seperti layanan cepat, layanan jemput bola, atau integrasi pelayanan
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desa-kecamatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih
efektif dan adaptif.

Keenam arah kebijakan ini memastikan efisiensi pelayanan melalui
integrasi data, penyelarasan kebijakan, dan pemecahan hambatan
pelayanan secara bersama-sama antara kecamatan, desa, dan perangkat

daerah teknis.

Ketujuh arah kebijakan ini melakukan survei kepuasan

masyarakat, menilai waktu dan kualitas pelayanan, serta

menindaklanjuti hasil evaluasi menjadi arah kebijakan penting dalam

meningkatkan kualitas pelayanan berbasis kepuasan pengguna dan

meningkatkan efisiensi layanan dari tahun ke tahun.

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Bantan secara langsung

mendukung arah kebijakan RPJMD dalarn Penyempurnaan Layanan

Publik melalui langkah-langkah yang :

1. Meningkatkan kualitas layanan berdasarkan kebutuhan dan

kepuasan masyarakat, dan;

2. Mendorong efisiensi proses pelayanan melalui digitalisasi,

penyederhanaan prosedur, dan penguatan aparatur.
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PROGRAM, KEIGIATAN,
SIIBKBGIATAN DAN KINER.IA

PEITYELEITGGARAAIT BIDAITG URUSAIT

Baglan inl mcmberikan gantbaran
tenta ng rertco;na prpgrant\ keglatan,

subkegiatan, lndlkator kinerta dan
pendanaant tndlkattf Petungkat Daaralt

selama.ltma. ta.hun

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada

kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap

tingkatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Bantan selama 5

tahun ke depan (2025-2030) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana

tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Bengkalis. Untuk selanjutnya

pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis akan menunjang tercapainya visi

dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan pada Kecamatan

Bantan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah

guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan

melaksanakan kebijakan /progran tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa

kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari

pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata
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lain rencana progrzrm perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur
kinerjanya, jelas kelompok sasar€rnnya, dan juga ada perencanaan anggar€rnnya.

Pada bab ini diuraikan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab

SKPD. Selanjutnya, juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir
periode perencanaa.n yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja

pada awal periode perencanaan. Dan dirumuskan alokasi pagu yang bersifat

indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang

dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya

mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kriteria perencanaan berbasis kinerja, maka disajikan

pula perbandingan antara pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode

perencanaan degan pencapaian indikator kineda pada awal periode perencanaan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau

pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi OPD dalam menJrusun Rencana

Strategis, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta

kebutuhan pendanaanya. Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-

tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bantan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantan disusun

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-285O Tahun 2025

Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2O2l Tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan lnventarisasi

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaannya direncanakan pada
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periode tahun 2O25-2O3O, penjelasan singkat tentang definisi dari

program,kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

A. Program PenunJang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan

operasional kantor.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penJrusunan

perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

a. Pen5rusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi dan

konsultasi baik pen5rusunan, perencanaan dan pelaporan kinerja

perangkat daerah seperti Pen5rusunan Renstra, Renja Awal SKPD, Renja

Akhfu SKPD, Renja Perubahan SKPD, SAKIP, LAKIP (LPPD dan LKPJ),

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Pen5rusunan Pra RKA dan RKA,

["aporan E-Monev dan Laporan lainnya yang berhubungan dengan

anggaran.

b. Evaluasi Kineda Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini berhubungan dengan penyusunan profil kecamatan

dan monografi kecamatan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pen5rusunan laporan keuangan

yang transparan dan akuntabel.

a. Penyediaan Gaji dan Ttrnjangan ASN.

Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pembayaran gaji dan

tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pembayaran iuran kesehatan
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ASN, honorarium penangungiawaban pengelola keuangan dan

honorarium pengadaan barang dan jasa pada Kecamatan Bantan.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset

milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna.

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa tenaga keamanan.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin dan

kapasitas aparatur pada perangkat daerah.

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kegiatan Diklat. bimbingan teknis

implementasi perundang-undangan bagi pegawai dan bimbingan teknis

pen5rusunan dan pelaporan baik anggaran maupun keuangan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rutin administrasi

perkantoran.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor baik berupa penyediaan alat kebutuhan kantor,

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor dan -Alat lBahan untuk

Kegiatan Kantor Lainnya.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

RENSTRA TAHUN 2025- 2029



Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan logistik kantor

berupa kebutuhan bahan sembako berupa gula, kopi, the dan air
mineral serta memfasilitasi untuk kegiatan makan minum rapat, makan

minum kegiatan lapangan dan makan minum jamuan.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan barang cetakan dan

penggandaan.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegitan pelaksanaan

perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada

SKPD.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran jasa

tenaga website dan penyediaan aplikasi yang dibutuhkan perangkat

daerah.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana

dan kendaraan dinas kantor.

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kendaraan dinas

perangkat daerah sebagai penunjang operasional.

b. Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan mebeleur.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kebutuhan peralatan dan

mesin lainnya sebagai penunjang operasional perangkat daerah.

d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan memfasilitasi kebutuhan pembangunan

rumah dinas, pembangunan pagar kantor, pembangunan mushalla,

pembangunan Pos Penjagaan Kantor, dan pembangunan fasilitas

kantor lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa administrasi perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Men5rurat

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran tagihan listrik, air dan

telepon dan langganan internet ataupun pembelian token listrik, paket

internet untuk operasional kantor.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa supir kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan

kendaraan dinas.

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pdak, dan

Periztnan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengurusan izrn kendaraan

dinas/operasional, penyediaan suku cadang, service kendaraan dinas

dan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan l"ainnya.
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Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa tenaga kebersihan

kantor.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana

dan pras€rrana gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan ftrbltk.

Program ini menunjang kegiatan mecakup kegiatan peningkatan pelayanan

publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini bertujuan untuk Koordinasi kegiatan Pemerintahan di

Kecamatan dengan beberapa elemen terkait untuk menyampaikan aspirasi

masyarakat ke Pemerintah Daearah.

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Musrenbang di

Kecamatan.

b. Peningkatan Efekffitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Sub kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari Program Unggulan

yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah

Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu

kecamatan. Sub kegiatan ini berupa pelatihan, sosialisasi, fasilitas,

pembinaan, penangganan dan penyelenggaraan kegiatan untuk
pemb erdayaan masyarakat.

2. Penyelenggara€rn Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit

Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan di kecamatan.
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a. Peningkatan Efektifitas Pelaksarlaan Pelayanan kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi

PATEN.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan di kecamatan.

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan

lain yang dilimpahkan.

Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagran dari 8 Program

Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah

Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu

kecamatan. Sub kegiatan ini berupa sosialisasi, pembinaan,

pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program ini mencakup penyelenggaraan kegiatan peningkatan pelayanan

masyarakat yang ada di kecamatan.

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan ini mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

Kecamatan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi beberapa

kegiatan diantara penyelenggaraan kegiatan MTQ Kecamatan, kegiatan

MTQ Kabupaten, kegiatan hari besar Islam, kegiatan keagamaan dirumah

ibadah, dan kegiatan lain berhubungan dengan pemberdayaan

masyarakat.

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan.
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Sub Kegiatan ini mencakup kegiatan yang berhubungan dengan

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan

Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

dan Berdaya Saing yang memfasilitasi pelaksanaan kegitan- PKK

Kecamatan.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketettiban Umum

Program ini mencakup kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban

umum.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program

Unggulan yang tertuang dalam rencana program pembangunan daerah

Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu

kecamatan. Sub kegiatan ini berupa Sosialisasi Kerukunan Hidup

Antar Umat Beragama, sosialisasi inn pendirian rumah ibadah,

Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai keagamaan dan

Sosialisasi Pembinaan LAMR.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk penerapan dan penegakan peraturan

daerah.

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tfrgas dan

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyelenggaraan kegiatan operasi

pekat dan penegakan peraturan daerah yang berlaku.

E. Program Penyelenggaraan Unrsan Pemerlntahan Umum.
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Program ini mencakup urusan pemerintahan di kecamatan

1. Penyelengg€rra€rn Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala

Daerah.

Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan meliputi :

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi),

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sub kegiatan ini ini merupakan salah satu bagian dari 8 Program

Unggulan yar:,g tertuang dalam rencana program pembangunan daerah

Kabupaten Bengkalis yakni Alokasi dana tambahan satu milyar satu

kecamatan. Sub kegiatan ini berupa Sosialisasi Peningkatan

Penanganan ketertiban dan ketentraman umum, Strategi

pengembangan UMKM, Pengembangan UP2K (Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga), dan Sosialisasi Wawasan kebangsaan bagt

pemuda dan pelajar.

b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan

penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI)

berupa upacara bendera di kecamatan.

c. Pelaksanaan T\rgas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Koordinasi

Pimpinan Kecamatan berupa penyelenggaraan sosialisasi,

Penyelesaian isu-isu strategis dikecamatan, penyelenggaraan

pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta koordinasi dengan

pihak stake holder.

F. Program Pembinaan dan Pengawaaan Pemerintahan Desa.

Program ini
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1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa.

Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan meliputi :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penilaian evaluasi desa tingkat

kecamatan.

b. Fasilitasi Pen5rusunan Program' dan Pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemantauan dan pembinaan

terhadap pen5rusunan dan pelaporan APBDes pada setiap Desa di

tingkat kecamatan.
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Tabel.4.l. Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
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Tabel 6.1

Rencana program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelengaraan bidang urusan
Kantor Camat Bantan Tahun 2025-2029
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B.tr.lg Mlllk DrEh
SKPO 20.0m.000 20.000.000 20.0m.000

Pongamanan Batang
Mllik OarEh SKPO

Tcdak8an.ny.
Pangwnan
B!mr! Mlllk Diltrh
SKPO

Jumbh
Ookumon
Pangamingn
B.rmc Mllik
O!.trh SKPO
(Dokums)

e 10 I 172.E00,0@ I 172.600 000 9 ,72.800.000 o 172.800.000 172.E00.000

RENSTRA TAHUN 2025- 2029

00

0

I



RokonCieridrn
Pmyurunan LrpoEo
BaErO M[ik D.cEh
p.d. SKPD

Tcd!k$n.nya
RckonJllrsl drn
Pcny@nan
LlpoEn B.rang
Milk OrEh p.da
SKPO

Jmhh Lspqan
Rd(md{oi dan
Ponyuunan
LrpoGo BlEig
Mlllk D..mh
p.de SKPD
(L.ponn)

ti,ulk O0trh p.d.
SKPO

Tadakxorny.
P.nlta@h!an
BlDnO Mlllk D..nh
pcdr gKPO

Jumhh L6poru
Ponr,t.uEharn
8rtrno Mlllk
Olonh prdr
SKPD (trpoEn)

0 0 0 0 0

100

K!p.e!wdan
Pa6rlkil Oronh

ralldn!
P.dnuhln
PalryrM
Admiflhtul
K.faotrahn
P.rEiet O..nh

l.re
pamnuhn
by.m
.*ninlfnl
kffb((ffi
drn
Irp.gMhn)

tm 100 r{r0.000.0@ 100 220.000.000 100 200.000.000 !00 2m.000,000 100 2fir 000.uro

PenlmlGbn S6Ena
drn PEEons Ohiplln
Pegeffil

T.Brdhny! Un[
Prnlmkrtln S.En!
dan PEUGm
ObFlln P.oemi

Jumbh Unlt
Pehgk!bn
Samn! dln
PErEm
Obiplln P6gMl
(un0

0 0 0 0

Pongtocan FobEn
Dlns bc$rta Atrlbd
KoLngbpanny.

I0Edhnya
Pakqbn Oln!!
b.Fd. Atdbut
Krlrmkrp.n KoLmk!prn

(PolGo

JUmEn tsak€l
Pakalon Dlne!
bo$rt Atdblt

0 0

(oodlnaar oan
P.htun.in Sbt m
hformlC Kopagrmlan

T!nax.mnya
Koodlnarl d.n
Pdrl@nlm SStom
intorui
K!p.OMhn

JWIN
Ookumn Hrdl
K@dlnrlldan
Palaksnuaa
th.m lnbmEd
Kop.grmlan
(Dokumen)

0 0 0

Einblno.n T6tnb
lmplrmdb.l
P.ntuFn Pcrurdam-
UrdlrE n

Tad!k!.nany6
Blmbh!En T.*nb
lmdgmcnL!l
Pa6tJEn
P.ru.d.nC-
Undrnotrn

Jumlrh O6rE
y8n0 [,l6noikud
BImHng.n
Takrb
lmpLmmbli
Peratunn
P.rundrng-
UiduErn
(Otrm)

N 20 100 000.000 20 220.000.000 m 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000

P{ngk t Drnh
Aomhtrqsal umum tsIMII

Famfiuhm
P.Lyriln
AdtrfiffiLlilm
pdP.rmgk t
O.mt

rclW
pamanuiu
lryrn0
dmlnl&r.l
k0br(mm
dfi
lcprgtrmar)

100 r00 't00 r.030a0.000 100 r.1?t.m0,0@ r00 t.l 11.000.00 100 I 206.000.000 100 1.20C.000.000

Pony.dh.n Kompomn
lrublrtl Lbtlly'
PantEnoan Bangunrn
K!ntor

T.trldhnya
Komponu ln.t la.i
LStikPimBng.n
Bcnounrn Kmbr

Jumhh P.ket
Kmpomn
lnSlill
LhtltiP.mtrn0
an B!no!nrn
Klnbr yarE
Ohodhlln
elk q

4 4 I 28.000 000 I 30.000.000 4 35.000.000 4 30 000.000 1 30 000.000

Ponyodhrn PeGlatan
dan P!d€ngkap.n
Kantor

Ta[€dlonya
P6El6tan dan
Ptdongk!p.n
Kantor

Jumhh P.kol
ParalaLn den
Pcrlongk.p{n
KanbryarE
Db.di.lrn
(Pakao

5 250 000.000 5 250.000.000 200.000.000 220.000.000 220.000.000

00
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Loghilk K.ntor
Jumbh Pak.i
B.h!n Loolrtik
K.nbryang
Ohldlrkan
(P.kao

3 3 3 200.000.000 3 200.000.000 3 200 000 000 3 200.000.000 3 200.000.000

P€nydEln Eanan
Logbtk KEntor

P€nyedhrn B.tsng
Cabk n d.n
Ponogsnd.rn

T.tr0dhny6 EeEng
C.bkrn dan
Psnogandarn

Jumlah Pakot
B.Eng Cetakan
den
Pileg.ndaan
yrn9 Oilldl.km
(P!kr$

1 1 I 't50.000.000 1 r70.000.000 1 160 000 000 1 100.@0.000 1 160.000 000

Pony.digan B.han

P.rundsng-undan0an

T.6odbnya Bahan
Brflrn don
P.ctunn
Parurdang-
undtnoan

PeraluEn
Perundang-
Undanoln y8no
Obcdl.krn
(Dokumon)

Jumlah
Dokumen Bah6n
Bacaan dan

10 10 10 7.m0.000 10 16.000.000 10 10.000.000 t0 10.000.000 10 16.000.000

tstnyalongoa6an
R€prt Koordln.el d6n
Koniultq!i SKPD

drn Konlulbol
SKPO

T6daklananyr
Pcny6l6nCCrEan
Rrprt Kooldln.!l n Rapal

Koodlnall
Konuitaai

d!n
SKPD

(L.poEn)

Jumlah Lapor.n
Ponyolong0r6.

250 250 250 300.000.000 250 400 000 000 250 400.000.000 2s0 450.000.000 250 450.000.000

0 0 0 0 0

PonstlushEan Aaip
Din.mb ped. SKPD

Tairumnya
Pcmbuuhmn
tuCp Dhlmb p.d.
SKPD

JUMEh
Ookunon
Pmabushaan
Adp Dlnrmb
p.da SKPD
(Dotum6n)

Jumbh
Ookumon
Oukungan
Polaksna6n
Sblom
P.mdnt han
Barbr!b
El.ktonlk pids
SKPD

3 3 3 70 000 m0 3 70.000.000 3 70 000.000 3 70.000.000 3 70.0m.000

El€kt onik ped. SKPD

Dukun0gn
P6l.ken.en Sht6m

Todak8.nanya
Dukungan
P.lokunacn Sblom
Parcrintahen
Bolb!.b El6ktonlk
p€d! SKPD

Ponordun B!nng
Mlllk Da.Eh
Pqunl.ng Uru{n
P{adntrh OsEh

Po6ontrs
Prmonuhan
Pon0ad.an BEnng
Millk DalEh

Pomntr!o
pcmrnuhrn
hyum
.dmhbt rl
krbr (umum
dan
k.pooMhn)

100 100 100 200.000.000 100 570.000.000 100 300.000.000 100 270.000.00() 100 270.000.000

Dlnrs Opcr.ilon.l !t u
Lapangan

T6Eodhnya
Kondarran Dlnaa
Op.rslongl ateu
Lapqno.n

OpoErlonEl rt!u
L.p.noan yanC
Dlrsdleksn (Unlt)

Jumlsh Unn
Konder!6n Oinss

0 240.000.000 0 0 0

I 10 8 100.000.000 150.000.000 E 150.000.000 150.m0.000 I 150.000.000

P6ng.d6an M.bol T€6edirny6 Mebol Juml.h P.k.t
Mrb.l yerE
Diaodl.krn (Unit)

PonCadaan PoElalan
dan Morln Lalnnya

T.tr.dbnya
PgnlEtln d6n M.sln
Lrlony.

Jumlah Unit
PoBlatan dan
l\46Bln Lalnnyt
y.ng Dlsedlak6n
(Unl0

7 15 7 100.000.000 7 160.000.000 7 150.000.000 7 120.000 000 7 120.000.000

Pony.dhrn PoElet6n
Rum.h TanOEa

To6odlanya
PeElaten Rumah
T6ngga

Jumlrh Pak6l
PeElrtrn
Rum.h Tanoga
y.no Ob€dlakan
(Paket)

2 2 25.000 000 40.000.000 30.000.000 60.000.000 60 000.000

RENSTRA TAHUN 2025. 2029
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Pongadaen ArotT6bp
Lalnnya

loEedlanye Ast
Tet p Lalnnya

Jumlah Uri Asot
T6t p Lalnnya
yarc Disdlakan
(unl0

Pcngadaan Gcd!ng
Kantor atlu BlnCunan
Lllnnya Banlunan Lllnnya

TeBdlanya
GcdunC K.ntor atlu

Jumhh un{t
Ordung Kantor
atau Bamunan
L!lnny. y.ng
DIssdhku (Unlt)

0 0 0 0

Pnumna Ocdung
Klntor ltau B!n!unan
Lrlnnyr

T6Eadhnya S66na
dan PElaEna
Godung Kanlorrtou
BEngun.n L.lnnya

Lrlnny! yrh0
Obcdlak n (Unlt)

Jumhh Unh
8a6na dan
PEsnna
Gadung K.ntor
atau Banounan

0 0 0 0 0

TaBadhnya S!En6
dsn PEGEne
Pcndukung Godung
Kanlor qtlu
Bangunan Lllnnya

Jumlah Uhlt
Saran6 dan
PEsEna
Pondukuno
Gdung Kantor
atau Bangunan
Lrlnnya yan0
Obodlak.n (Unlt)

0 0

PhsEnE Pendukung
Gcdung Kantor atau
Bangunen Lelnnye

0 0

Panyadhan Jaf,
P0unluO Ururn
P.m.dnhhan Oaenh

Prmbx
P!ffiuhln
Prnyldam Jlx
PlnunhlE Ururn
Pr(slntah!n
O..nh

PoEntas
Pam.ruh!n
lry!nan
.dmhbt C
lrtrbr (mm
drn
k p.eMhn)

100 100 151 200.000 100 r61.200.000 100 't61.200.000 100 t7l 200.000 100 r7r.m0.000

Todekaanenyg
Penyrdiaan Jss
Sunt lv!€nyumt

Jumhh LaPoren
Penysdlaan Jesa
SuEt lvlenyu6l
(Laponn)

5 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000

Jumlah Llporan
Pgnyodi6!n J!!a
Komunllaol,
Sumbrr D!y! Alr
drn Lbtrik y.ng
Dir6dlrkan
(Lapomn)

2 90.0@.000 2 100.000.000

P€nytdhan Jas
Komunikr8l. Sumb.r
Oay. Air d.n Llstrlk

T.nedhnyr J.s
Komunlk.ai,
Sumbrr O.yr Air
d.n Lirtlk

100.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000

Pony9dlaan Jos
P6Elatan dan
Porlongkrpan Ksntor

T6EodbnyE Ja$
PeElalan dan
Poionokepan
Kantor

Jumlah L!poEn
Ponyrdlasn JaBa
PoEhtrn d.r
Pod.nCk.pon
Krnbr yanq
Dbodlakrn
(Loponn)

0 0 0 0 0

Jumlah Llporan
Ponyodlsan Jos
Polayanan
Umm Kantor
y.ng Ob.dl.kan
(Lapotrn)

2 1 19.200.000 2 19.200.000 2

P.nycdh!n Jrs
Polrylnln Umum
K!ntor

T.oodl!nya Jr$
P6lsyanan Umum
Kantor

10.200.000 2 19.200.000 2 1S.200.000

0
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Pmdihlm BrilrE
ifi{t Dsnh
PffiFrgUrum
Pqnqffiiatr Dasdr

Peilnh(
pamruhan
rma den

PaMbr
Pamfiuh.n
PamdTEEff
BrEng [r$k D0trh pnlnnr

bmBk
parmffiamn

r00 ,00 1.'t6t200.0@ 1@ 'r.13t.m.000 't00 914.000!00 100 04r.000.000 100 9'a8.000.000

P.nyadhrn Jss
Pom!llh.6.n. Elaya
Psmsllhao!n. d!n
P{ak Kcrdrnan
ParcEnorn Dlnaa abu
K.rdrnln Dlnu
Jrbrbn

TgD.dbnyr J!s
P.mcllh!Eil,
BlEy. Plmliherlln
don Pd.k
Kandaraan
PcDon0.n Dina!
ahu KendaEon
DIn!rJab.bn

Jumleh
K6ndaraan
PgrcEnoan
Dlng! rtqu
Kandataan Dlnra
Jrbdan y!n0
Dlpdlham dan
dlbry.*!n
P.lrknv. (Jnm

0 0

Tatrrdlsnya Jru
P.mllh.Em,
thy.
Pomllh.6.n,
P.jak d.n Podzlnan
Kandrrlrn Dln[
Op.ECon.l atau
Lapangan

dlbqyqrkan P.l.k
dan P6dzinannya
(Unl0

Lapanoan
Olpellh.m

Jumhh
K.ndr[an Dln.r
OplBioml!bu

yang
dan 1 1 1 350.000.000 4

P6nyldhrn JaE
P.mrllhrn.n, Ehya
Pcmlllh.orn, PaJek
drn Podin.n
KordlrEan Olnar
Oprdllonal atou
L.p.n06n

2E0.000.000 4 260.000.000 I 260.000,000 a 2EO 000.000

Todeksnanya
P€mollhaEen Mobol

Jumhh Mabd
ylno Dp.lhan
(Unl0 15.000.000 15.000.000 I 8 000 000 18.0m.000

Ponsllh!nrn
Potrhtln drn MrCn
Lalnnya

T.irk{nrny.
P!m!llh!nm
P.nl.bn dan Mcrln
Lalnnyr

Juml.h
Potsl.t.n don
Mg8ln Lalnnyr
ying Olp6llhrn
(Unl0

7 7 100.000.000 7 130.000.000 7 120.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000

P!m.lihtE.niRohoblllt
!d Gedung Kantordrn
Bangunan Lahnye

Trdak$n.nya
PrmcllhrEan/Floh.
bllh!8l Goduno
Kanlor dan
BsngunEn L!lnnya

Jumlih Godum
K!nbrd!n
BangunEn
Lrlnny. y.no
Dlpellh.B/DiEha
Ulltasl (Unit)

11 11 1'l 21 1.200.000 11 211.200.000 11 200.000.000 t1 200.000.000 11 200.000.000

P6m.lihr E.n/RehaUllt
!31 Slrma dan
PEuEn. Gsdung
Kantor ltau Banoun6n
Lalnnya

Todaksnanya
P.mollhqman/Flche
bllttali saran6 dan
Prar.Enr Gedum
Klntor abu
Brngun.n Llinny!

Jumhh S€Ena
dan PmEEm
G.dung Kantor
atru Bahgunrn
Lrlnnys yang
DlpollheEiDlrrh.
Ullt rl (Unlt)

4 500 000.000 3 500.000.000 3 300.000.000 3 350.000.000 3 350.000.000

Ksrdlnral
P{ydan!g.ur
f{gtt n
PrmrtnLlxtr dl
lhgLl l(.qdt n

XoordkE l
PanyiLne$nrn
l(.eh.n
P.mrht hlh dl
Tlngt tlbc.m.t n

P![antar
Ldrk{ilnya Pauittx

i.d.l{o.nyr
kghtn
muaymnh
P.trtrnguiln

100 r00 ,00 095.0000m 100 !95.000.000 100 895.000.000 100 E05.000.0@ 100 895.000.000
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0 0 0

P6mOlna6an M6Bl

3 3

PROORAM
PENYELENGGARAAN
PEI'ERINTAHAN DAN
PELAYAI.IAN PUBLIK

!,l|nlngktnya
Kurlitrr F.rllitrri
Peryal.ng!nru!n
Uruttn
P.mrlnt!han
Kacamrtan

P.ilntrra
k@rdlfi.rl
prnyrhngg!m
n k ghtln
Pmrlnt hrn
dltlnqk t
l(rc.mrtan

'100 100 100 1.031.800.000 100 1.031.900.000 100 1.031 .600.000 100 ,.031.E00.000 100 1.031,000.000



Koordinagt/Slnergi
Porsncanaln dan
PslrkBn!an KogLtrn
Pemorinbhen drnoan
P.Engkat D.onh dan
hil.n.l Votlk.l Trrlelt

Taiaklananya
Koordhad6ln6El
PoBn6n!on d9n
P.lrksnaan
K.glatrn
P!m.dntrh6n
domrn Panmklt
Drcni d.n lBhnd
V.dk.l Trilalt

Jumlah LapoEn
Kmdhaluslner
gl PeErcan..n
dln Polakenaan
Ksglebn
Pmdnt h.n
dengon
Pgmgk!t
De.Eh dan
lnltrnd Vcrtlll
Trrloft (Lrpor.n)

23 45.000.000 23 45.000 000 23 45.000.000 23 45.000.000 23 45.000.000

Ponl@krtrn Efskfib8
Koolrt n Pom.rlnt han
dl Tlngk t Ko6m.hn

M.nln!krilya
Etoklif,t t X.giotan
Plmorlnhh.n di
Tln0k t K.omrbn

Ponln0kat.n
Elokdiltas

Jumlsh
Ookuman

K.Cbt n
P!m!dnt!h.n dl
Tlngk.t
K@maton
(Dokum.n)

a 6 6 850 000.000 6 850.000.000 650.000.000 850.m0.000 6 t50.000.@0

Paostala
TarLfixmnyr
PaLyrEn Uoxtr
P.mrlnl.hrn
tfif Tldrl
Olblran.k n olrh
Uni l(iil Lln
k.p.d. lluyrnLt
dl $rlry.h
Xrcmabn

Pamilrx
t .ld(urnyr
k gLtrn ururr
p.mdtrt h.n

100 100 100 136 C000m r00 1 3C.800.0@ r00 ! 36.E00.000 100 13C.t00.(x)0

Psy.hoggtrlu
uru{tr Pamdntrhan
y.ng Tld.k
OlLkrn.k$ obh
Unlt t(.ir Prr.rgld
Of,nh ymg Adr dl
Kqmt.o

100 1 3e.800.0oo

Jumhh Lrporan
Ponln0ketan
Efekfftas
P.hksn..n
Pcloyonon
kcp.de
irtlyarakll dl
Wlayah
Keamatan
(L!pomn)

7 7 7 136.800.000 7 136.E00.000 7 136.800.000 7

Prnlnokrbn EfektlitaE
Polaken!an
Polayen.n k.pgd8
N468y.r9k8t dl Wl.y.h
Ka6matan

Meningk.tnya
Ef6ktftar
Pclak36naan
P.llyansn k.p.da
M.Byarak tdl
Wlgyrh Ko6m.t n

136.600.000 7 136.800.000

100 100 100 E00.000.000 100 000.000.000 100 950.000,000K@rdlu.l K.Cl.t n
Pmb.rday.fi D.!. tbgLtfl

Pm!.drym
O.{

Pa[stlr
T.rLlqunyr JumLh

k ghtrn yrng
dlLbukrn

t00 1.000,0@.000 100 1.000.000.000

4Prmbodlyaan
M.8yarikatdl Wlqysh
K66matan

Pcnlngklbn E rktfrlrg
K.ol.t n

Moninokehyr
Eloklilltrt KcCl.t n
Pombgd!yrEn
l\4a!y.rakat dl
Wlryrh K.emet n

Jumhh Laporan
Pcningkatan
Ef6ktvlta!
K.gbtan
Pombodaya.n
N,laryoraket dl
Wlty6h
K@matan
(L!poEn)

I 4 1 800.000.000 900.000.000 950.000.000 4 1.000.000.000 1 1.000.000.000
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23

6

PROdRAIS
PEi''ERDAYAAN
MAAYABAKAT DEtA
OTN I(ELURAHAN

Mrolrgkdnyr
F..lllt$l
Pambtrdrycsn
M$y!ntd
Krqmrtan

PaButrf,
liglitao
p.itard.ya.n
mr.yrruk!l
yrno dlhkukao

100 100 100 1.050,000.000 l0o 'r.200.000.000 100 1.250.000 000 100 1.300.000.000 100 1.350.000.000



PaEanLra
tathL.finya
P.n6ardaya[ dan
lbrdrhbun
X.ArOr Tlne k l
Xlc.mLrdatr
t(.ll[h.tr

Pmb.raryu drn
Kqr.hnEr P.mntas
X.luI![ tlrght
ttucrmhn drn
K.luIhrn

pitytLni$m
n
PrtS.Idryrn

r00 't00 u0,0000m 't00 300.000.000 100 300.000.000 Itx) 300.000.000 t00 350.000.000

Pomb6ntuk6n d.n

K.luarga Mqldul
PonlnOksbn
KoedaEn MalyaEkat
akan Pentrgnys
Penohayat n d.n
PonCamahn Paneslla
dalom semue A8pek
K.hldupan
Bomayorak.t,
BerbangEg, dan
Bomogare

T.drk$n.nya
Pombantukln dln
Panumbuhen
faEhlr KolusOa
MsbLl Penlnsk!bn
KeudeEn
Mgayarakatakan
Pontin0nyg
PoiEh6y.tan dEn
Pgng!mllan
Panc$lh dalsm
S.mu! Atpok
K6hldupon
BomiByarakal,
86rbanCla, dan
E.mooon

Jumhh Kolu!Er
ylnC i,trneiklt
Pahbrhtrkan
dan
Ponumbuhrn
Krolbr
K.lu.Ea Melrlul
P.nlngkrtan
K6a€daEn
MasygEklt gl.n
Pcntn0nya
Psngh.yrt n
dan PorE.m.hn
P.norlh dahm
Eomu! Alpak
Kehldupan
Bcmsyankat.
BlrbnlEa, dln
Bomlcua
(K.lurDs)

30 30 10 250 000.000 40 300.000.000 40 300.000.000 40 300.000.000 10 350.000.000

K6rdlmtl Upryr
Pany.hogganrn
K.t nbnmn drn
K.t db.n lrmum

Xat .tlbrn Umum

Ptnmtrr
t ruk[mnyr
Xoordlmrl Upryr
P.ny.l.rggan.n
)(.bnbnmn drn

Pamntata
Pshglot n
k ..l.htiln
k p.d.
Mt.y.n[.t

r00 100 100 E0.000.000 100 E0.000.000 100 60.00.000 100 80.000.000 t00 E0.000.000

3 0 3

SlnoOltr3 den!sn
KlpolEi.n Nrgrra
Ropublik lndon..ie.
Tenl.r. NaConal
lndonello dan lnlbnC
V.dk!ldlWlsylh
Kccmlten

T6rlakoansnya
Sln.OllE! d6ng.n
Kepohhn N€06r.
Ropubllk hdm6L,
Trnt!r! NgConal
lndonaaia dan
lnibn.l Vcdkel dl
Wlaylh Koamsbn

Jumbh LrpoEn
Holll SIn..Dlt 8
dang!n
Kepollrian
f,Lo.E Ropubllk
lndon6h,
Tonbn NErionll
lndon6lo dsn
lnrtrnJ Vcrtk.l
dlWhy.h
Krumdtn
(Lrmnn)

0 0 3 0 0 3 0

3
Harmonls€d Hubunosn
d.ngan Tokoh Aoama
d.n Tokoh Melyamkat

T.riakaansnya
H6monleBi
Hubung!h dan96n
Tokoh Aoama dan
Tokoh M.rysEket

Jumhh Llpo6n
Pclokrn!!n
HrmonbErl
Hubunoan
drnlpn Tokoh
Aolmo drn
Tokoh
Mrsy!nklt
(Lrpomn)

80 000.000 E0.000 000 E0.000.000 3 E0.000 000 3 E0.000 000
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PROONAM
KOOROINATI
KETENTRAMAN DAN
KEIERTIBAN UMUM

ttrolngt tryr
Kaamutn dar
lbt r{lbu
U.ryrdtrt
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Tabel4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah

NO. PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET.

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Terselenggaranya urusa n

pemerintah daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya Kualitas

Fasilitasi Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
dengan Perangkat Daerah dan lnstansi Vertikal Terkait

Peni ngkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

Meni ngkatnya Fasilitasi

Pemberdayaa n Masya rakat
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Saing

RENSTRA TAHUN 2025. 2029



Tabel 4.4 lndikator Kinerja Utama PD

NO. INDII(ATOR SATUAN
TARGET TNIUN

20.26 2026 2027 2028 20.29 2030

1
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

Nilai 95,00 95,50 96,00 96 50 96,50 97,OO

No Indlkator KtncrJa
Utama

Defenlsl Opcrarlonal Formulasl Perhltungan

1 Indeks Kepuasan
masyarakat

Persentase data dan informasi
tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan
membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya.

Permenpan RB Nomor: 14 Tahun 2Ol7

IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang
Total Unsur yang Terisi

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177 IKPISlll2022 Tentang Penetapan Indikator Utama
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

RENSTRA TAHUN 2025. 2029



n Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Merupakan nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survei kepuasan

masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh suatu perangkat

daerah atau instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang

Pedoman Penlrusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran

Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang

berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

Pengolahan Data SKM menggunakan Pengukuran Skala Likert dimana

setiap pertanyaan survie masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung

dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur

pelayanan. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsure-

unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsure pelayanan memiliki penimbang

yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

Bobot nilai rata-rata tertimbang : Jumlah bobot : 1 : N

Jumlah unsure x
N : bobot nilai per unsur

Memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai-nilai
rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM : SKM unit pelayanan X 25

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI
PERSEPSI

NILAI
INTERVAL

(NI)

NILAI INTERVAL
KONVERST (NrK)

MUTU
PELAYANAN

(x)

KINERJA UNIT
PELAYANAN

(v)

1 1,OO - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak baik
2 2,60 - 3,064 65,00 -76,60 C Kurang baik
3 3,0644 - 3,532 76,61- 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,0O 88,31 - 100,00 A Sangat baik



Tabel4.5
lndikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis 2025 - 2030

(1)

Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik di Tingkat

Kecamatan

(3) (4) (s) (6) (7) (8) (e) (10)

82 82,55
L

Meningkatnya Kepatuhan

Standar Pelayanan Publik

lndeks Kepuasan

Masyarakat (lKM)
80 80,55 81 81,55

79 80

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Perangkat

Daerah

75 75 76 78
2

Meningkatkan Sistem

Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah

(11)

82,55

80

Tujuan Kondisi

Akhir

Kondisi

Awal

Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Tahun Ke-
Sasaran

lndikator Sasaran

2025 2026 2427 2028 2029 2030



PENUTUP

Bagtan lni memberikan gambatun tentang keslnpulo;n
snbstcnsi al, leatdah pela.ksana'o;n dan pela.lc,srr;na.oln

pengendo'llo;n dan eoalua"sl terhadap perencalnaan dan
pelaleso;n;a.an pembangtnan berda.*rlcarn

uruso;n pemctlntah daerah

Rencana Strategis Kecamatan Bantan Tahun 2025-2029 merupakan

penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten

Bengkalis Tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan

kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Kecamatan Bantan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat

T\rjuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja pen€rnggung jawab dan

lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam

peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam

melaksanakan kegiatan sesuai trrgas, fungsi dan peran Kecamatan Bengkalis

sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan

Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya

agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan..

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang

terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Bantan tidak bersifat

kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan

kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan

wewenang yang diberikan pada Kecamatan, maka komitmen dari semua

aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Renstra Kecamatan Bantan Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai

tahapan yakni persiapan, pen5rusunan ranc€rngan awal, men5rusun Rancangan

Renstra Kecamatan Bantan Tahun 2025-2029 dengan melakukan koordinasi,

sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan Mengikuti

pelaksanaan Forum Perangkat Daerah penyusunan rancangan akhir dan diakhiri

BAB



pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam

RPJMD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai

kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Bantan akan diimplementasikan dengan konsisten

dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.

2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari

Kecamatan Bantan, dimana bersama dengan Bappeda akan melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.

3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Bantan dilakukan

sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

4. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantan dilakukan melalui Renja

Kecamatan Bantan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Kecamatan

Bantan setiap tahun.

5. Jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian, maka revisi

Renstra dapat dilakukan melalui penyesuaian Renja tahun berjalan atau

revisi Renstra secara menyeluruh apabila RPJMD mengalami perubahan

yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Bantan tiap tahun

melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian

integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan sebagai

instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan

kebijakan Renstra Kecamatan Bantan dalam mencapai sasaran Renstra.
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